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“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang
lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah)
kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu
dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain
dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”. (Surat

al-Bagarah [2]: 188).
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ABSTRAK

Dengan memperhatikan ketentuan tindak pidana korupsi dalam
Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 UU pemberantasan tindak pidana korupsi dan
hukum pidana Islam, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisanya,
karena dari segi konseptual yang meliputi kualifikasi dan unsur-unsur, dan
juga dari segi prinsip hukuman, keduanya memiliki perbedaan yang
signifikan.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, pertama,
bagaimana ketentuan tindak pidana korupsi penggelapan dalam Pasal 8, Pasal
9, dan Pasal 10 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. kedua, bagaimana perspektif hukum
pidana Islam terhadap ketentuan tindak pidana korupsi penggelapan dalam
Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat
kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat
dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-
norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil bahwa
ketentuan tindak pidana korupsi penggelapan dalam Pasal 8, Pasal 9, dan
Pasal 10 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdiri dari beberapa tindak pidana
korupsi yang meliputi perbuatan menggelapkan, memalsu, membantu atau
membiarkan terjadinya tindak pidana. Ditinjau dari sudut pandang hukum
pidana Islam, tindak pidana korupsi penggelapan dalam UU pemberantasan
tindak pidana korupsi tersebut termasuk ke dalam 2 (dua) jenis jarimah, yaitu
ghulul dan khianat.

Kata Kunci: UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, Tindak
Pidana Korupsi Penggelapan, Hukum Pidana Islam.
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ABSTRACT

With regard to the provisions of corruption in Article 8, Article 9,
and Article 10 of the Law on Eradication of Corruption and Islamic Criminal
Law, the authors are interested to examine and analyze it, because in terms of
conceptual covering qualifications and elements, and also in terms of principle
punishment, both have significant differences.

The formulation of the problem in this study is, first, how the
provisions of criminal acts of corruption embezzlement in Article 8, Article 9,
and Article 10 of Law 31 Year 1999 jo. Law 20 Year 2001 on the Eradication
of Corruption. second, how the perspective of Islamic criminal law against the
provision of criminal act of corruption of embezzlement in Article 8, Article 9,
and Article 10 of Law 31 Year 1999 jo. Law 20 Year 2001 on the Eradication
of Corruption.

This research is a normative legal research that is qualitative, that
is research that refers to legal norms contained in legislation and court
decision as well as norms that live and develop in society.

Furthermore, based on the results of research, obtained the result
that the provision of criminal acts of corruption embezzlement in Article 8,
Article 9, and Article 10 of Law 31 Year 1999 jo. Law 20 Year 2001 on the
Eradication of Corruption consists of several criminal acts of corruption which
include misappropriation, falsification, help or allow the occurrence of
criminal acts. Judging from the viewpoint of Islamic criminal law, the criminal
act of corruption embezzlement in the law against corruption is included in 2
(two) kinds of finger, ghulul and betrayal.

Keywords: Law 31 Year 1999 jo. Law 20 Year 2001, Crime of Corruption of
Fraud, Islamic Criminal Law.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberantasan korupsi merupakan salah satu agenda reformasi
di bidang hukum. Hal ini tidak lain adalah tuntutan rakyat Indonesia
terhadap pemerintah di era reformasi untuk memberantas korupsi ke akar-
akarnya. Tuntutan rakyat ini lahir tidak lain karena begitu maraknya
praktek-praktek korupsi yang terjadi di Indonesia dengan berbagai bentuk,
seperti penggelapan terhadap uang atau barang negara.

Sebagai respon terhadap tuntutan rakyat tentang pemberantasan
korupsi, maka lahirlah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan TAP MPR) Nomor
XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Lahirnya TAP MPR tersebut
menunjukkan betapa pentingnya untuk menempatkan pemberantasan
korupsi sebagai agenda utama dalam pemerintahan.

TAP MPR sebagai peraturan perundang-undangan yang
mengikat para penyelenggara negara, mestinya dipahami oleh para
penegak hukum sebagai manifestasi dari keinginan rakyat untuk
memberantas secara tuntas para pelaku korupsi.® Mengingat perbuatan

korupsi yang telah membuat rakyat Indonesia sengsara, menghambat

! Marwan Mas, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bogor: Ghalia Indonesia,
2014, Cet, 1, him. 5.



pembangunan dan kemajuan, dan menyebabkan terjadinya krisis negara
pada tahun 1998.

Dalam prakteknya, korupsi terjadi dengan berbagai macam
bentuk, antara lain adalah ghulul (penggelapan). Penggelapan merupakan
bentuk korupsi yang polanya adalah dengan cara menggelapkan barang
yang berada dalam kekuasaan pelaku atau penyalahgunaan wewenang atau
kepercayaan.

Tindak pidana korupsi penggelapan pada khususnya, atau
tindak pidana korupsi pada umumnya memberikan suatu efek yang sangat
luar biasa terhadap segala tatanan hidup dalam berbangsa dan bernegara.
Korupsi merupakan penyakit sosial yang menggerogoti sendi-sendi bangsa
dan merusak tatanan hidup bernegara. Korupsi adalah perbuatan untuk
mencari keuntungan pribadi atau golongan dengan merugikan keuangan
negara.

Penderitaan rakyat akibat ulah para koruptor yang merajalela
tanpa rasa takut dan malu, sudah membuat rakyat hidup sengsara dan
memprihatinkan. Kekayaan negara yang seharusnya diperuntukkan bagi
kesejahteraan rakyat, dikorup dan diambil secara lihai oleh berbagai
oknum pelaksana kekuasaan, baik pelaksana eksekutif dan legislatf,
maupun pelaksana yudikatif, sejak dari tingkat pelaksana kekuasaan yang

paling bawah sampai tingkat yang paling atas.®

“Ibit., him. 30.
® Ervyn Kaffah dan Mohammad Asyiq Amrulloh (eds), Figh Korupsi: Amanah vs
Kekuasaan, Mataram: Solidaritas Masyrakat Transparansi NTB, 2003, Cet, 1, him. 251.



Perilaku koruptif ini, terjadi dalam berbagai sektor, antara lain
adalah di sektor bisnis, peradilan, dan pemerintahan. Korupsi menyusup ke
dalam aktivitas-aktivitas penting kehidupan dan menggerogotinya disertai
dengan efek negatif yang luar biasa yang merupakan akibat korupsi. Maka,
pantas ketika perilaku koruptif dianggap sebagai perusak tatanan hidup
dalam berbangsa dan bernegara, dan memiliki efek yang dapat
membahayakan stabilitas bahkan kelangsungan suatu negara. Akibatnya,
korupsi dikategorikan sebagai extra ordinary crime (kejahatan luar biasa),
yang cara mengahadapinya pun juga dilakukan dengan cara yang luar
biasa pula. Hal ini dapat dilihat mulai dari pemformulasian UU tindak
pidana korupsi yang bersifat khusus sampai dengan badan atau instansi
yang menanganinya bersifat khusus, di mana instansi tersebut hanya
memiliki tugas khusus, yaitu memberantas korupsi, seperti Komisi
Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut dengan KPK).

Cara penanganan yang luar biasa terhadap tindak pidana
korupsi ini merupakan manifestasi dari anggapan bahwa korupsi
merupakan kejahatan yang luar biasa yang dapat merusak sendi-sendi
bangsa dan tatanan kehidupan bernegara, mengingat tidak semua jenis
kejahatan ditangani dengan cara luar biasa, hanya kejahatan-kejahatan
tertentu saja yang penanganannya dilakukan dengan cara yang luar biasa,
dan tindak pidana korupsi ini merupakan salah satunya.

Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan

perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya.



Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang
ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat
menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah
serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan
masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga
politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena
lambat laun perbuatan ini seakan menjadi budaya. Korupsi merupakan
ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.*

Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-
tengah krisis mutidimensional serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi,
yaitu dampak dari kejahatan ini. Maka tindak pidana korupsi dapat
dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihapai secara
sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan
jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat
khususnya pemeritah dan aparat penegak hukum.®

Dalam hukum pidana Islam, awal mulanya penggelapan hanya
terbatas pada tindakan pengambilan, penggelapan atau berlaku curang, dan
khianat terhadap harta rampasan perang. Akan tetapi dalam pemikiran
berikutnya berkembang menjadi tindakan curang dan khianat terhadap
harta-harta yang lain, seperti penggelapan terhadap harta baitul maal, harta

milik bersama kaum muslimin, dan harta zakat.®

* Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Edisi 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, him. 1.
5 -
Ibid., him. 2.
® Muhammad Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, Jakarta: Amzah,
2014, Cet, 2, him. 81.



Menggelapkan uang negara dalam sistematika syariat Islam
disebut dengan al-ghulul, yakni mencuri ghanimah (harta rampasan
perang) atau menyembunyikan sebagiannya (untuk dimiliki) sebelum
menyampaikannya ke tempat pembagian, walaupun yang diambilnya itu
sesuatu yang remeh bahkan walaupun hanya seutas benang dan jarum.
Mencuri atau menggelapkan uang dari baitul maal (kas negara) dan dari
zakat kaum muslimin juga disebut dengan ghulul.” Dengan demikian
korupsi penggelapan dalam hukum pidana Islam bersifat general, dalam
artian cakupan penggelapan tidak hanya terbatas pada tindakan
penggelapan uang negara semata, namun juga termasuk tindakan
penggelapan terhadap selain uang atau barang negara. Karena ketentuan
tindak pidana korupsi penggelapan dalam hukum pidana Islam
cakupannya bersifat general, maka konsekuensinya adalah, siapapun yang
melakukan tindakan penggelapan uang atau barang, dan apakah uang atau
barang itu kepunyaan negara atau selain negara, justifikasi
pengistilahannya akan mengarah bahwa itu merupakan tindakan ghulul.

Hal ini berbeda dengan konsep penggelapan dalam hukum
positif. Pengaturan tindak pidana korupsi penggelapan dalam hukum
positif memiliki cakupan yang bersifat parokial, dan juga adanya kejelasan
mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi penggelapan. Hal ini
terlihat dari konstruksi Undang-undang (selanjutnya disebut dengan UU)

yang mengatur tindakan penggelapan dalam UU yang berbeda, sehingga

" Abu Fida’ Abdur Rafi’, Terapi Penyakit Korupsi: dengan Tazkiyatun Nafs
(Penyucian Jiwa), Jakarta: Republika, 2006, him. 1.



mengakibatkan  cakupan dan justifikasi  pengistilahan tindakan
penggelapan yang berbeda pula. UU tersebut adalah UU No. 31 Tahun
1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, dan UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
(selanjutnya disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau
singkatnya dengan sebutan KUHP).

Tindakan penggelapan diatur dalam UU pemberantasan tindak
pidana korupsi, dan juga diatur dalam KUHP. Tindak pidana penggelapan
yang terimplikasi dalam UU pemberantasan tindak pidana korupsi hanya
mencakup tindakan penggelapan yang dilakukan terhadap uang atau
barang negara semata, dan tindakan pelaku yang melakukan tindakan
penggelapan tersebut dijustifikasi dengan istilah tindak pidana korupsi
penggelapan. Sebaliknya, tindak pidana penggelapan yang terimplikasi
dalam KUHP hanya mencakup tindakan penggelapan terhadap uang atau
barang yang bukan milik negara, misalnya penggelapan terhadap uang
atau barang milik seseorang, dan tindakan pelaku yang melakukan
tindakan penggelapan tersebut dijustifikasi dengan istilah tindak pidana
penggelapan.

Kemudian, dalam hukum pidana Islam gratifikasi adalah
bagian dari ghulul, dan keduanya merupakan perbuatan yang dilarang,
sehingga terhadap pelaku gratifikasi dapat dikenakan sanksi berdasarkan
kebijaksanaan penguasa (hal ini karena ancaman hukuman terhadap pelaku

ghulul tidak ditentukan secara pasti di dalam nas). Berbeda halnya dengan



UU pemberantasan tindak pidana korupsi, tindak pidana korupsi
gratifikasi bukan bagian dari tindak pidana korupsi penggelapan. Tindak
pidana korupsi gratifikasi adalah jenis tindak pidana korupsi tersendiri
yang terpisah dari tindak pidana korupsi penggelapan.

Di sisi yang lain, dalam UU pemberantasan tindak pidana
korupsi, tindak pidana korupsi penggelapan tidak hanya berupa perbuatan
menggelapkan semata, namun juga meliputi perbuatan lain misalnya
memalsu (Pasal 9), membiarkan atau membantu terjadinya penggelapan
(Pasal 8, pasal 10 huruf b dan huruf c). Akan tetapi, dalam hukum pidana
Islam, tindak pidana korupsi tersebut bagian dari “khianat”, dan bukan

bagian dari ghulul.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Ketentuan Tindak Pidana Korupsi Penggelapan dalam
Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20
Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Ketentuan
Tindak Pidana Korupsi Penggelapan dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal
10 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:



1. Untuk mengetahui ketentuan tindak pidana korupsi penggelapan yang
diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 UU No. 31 Tahun 1999 jo.
UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.

2. Untuk mengetahui perspektif hukum pidana Islam terhadap ketentuan
tindak pidana korupsi penggelapan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9,
dan Pasal 10 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang dapat diperoleh dari penelitian adalah
dapat menambah khazanah keilmuan, dapat memperoleh Klarifikasi
yang mendalam tentang ketentuan tindak pidana korupsi penggelapan,
dan dapat memecahkan keganjalan-keganjalan yang selama ini
mengambang.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat secara praktis yang dapat diperoleh dari
penelitian ini adalah sumbangan pemikiran tentang ketentuan tindak
pidana korupsi penggelapan yang dapat diterapkan oleh Pemerintah

dalam menyusun peraturan perundang-undangan.



D. Tinjauan Pustaka

Dalam tinjaun pustaka, penulis terlebih dahulu telah meninjau
beberapa pustaka seperti, karya ilmiah, jurnal dan buku-buku yang
mempunyai relasi terhadap permasalahan dalam penelitian ini dan
menegaskan bahwa permasalahan yang akan diteliti oleh penulis belum
terjawab dan belum terpecahkan pada penelitian atau tulisan ilmiah
sebelumnya, antara lain adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Triyono (Nomor Induk
Mahasiswa 042211154), Jurusan Jinayah Siyasah, Fakultas Syari’ah,
Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, yang berjudul
“Penghapusan Pidana Bagi Pejabat Negara Penerima Gratifikasi Yang
Melaporkan Diri Pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Analisis
Hukum Islam Terhadap Pasal 12 C UU N0.31/1999 Jo. UU No0.20/2001
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) . Skripsi tersebut secara
umum berisi penjelasan tentang tindak pidana korupsi, yaitu suap
(riswah).

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Fagihudin (Nomor Induk
Mahasiswa 072211021), Jurusan Jinayah Siyasah, Fakultas Syari’ah,
Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, yang berjudul
“Tinjaun Hukum Islam Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak
Pidana Korupsi (Studi Pasal 20 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20
Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)”. SKripsi

tersebut secara umum berisi penjelasan mengenai ketentuan hukum Islam



tentang subjek hukum tindak pidana korupsi, yaitu korporasi. Namun
demikian, skripsi tersebut juga menjelaskan macam-macam tindak pidana
korupsi, yang salah satunya adalah tindak pidana korupsi penggelapan
(ghulul).

Ketiga, buku karangan Muhammad Nurul Irfan, yang berjudul
“Korupsi dalam Hukum Pidana Islam”, diterbitkan oleh Amzah pada
tahun 2014. Buku tersebut berisi penjelasan mengenai tindak pidana
korupsi dalam hukum pidana Islam, yang mana dalam buku tersebut juga
berisi penjelasan mengenai tindak pidana korupsi penggelapan (ghulul).

Keempat, buku karangan Abu Fida’ Abdur Rafi’, yang berjudul
“Terapi Penyakit Korupsi: dengan Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa)”,
diterbitkan oleh Republika pada tahun 2006. Buku tersebut berisi
penjelasan mengenai tindak pidana korupsi dalam hukum pidana Islam,
yang mana sebagian penjelasan dalam buku tersebut menjelaskan
mengenai tindak pidana korupsi penggelapan (ghulul).

Kelima, buku yang berisi kumpulan karangan yang dirangkum
oleh Ervyn Kaffah dan Mohammad Asyiq Amrulloh, yang berjudul “Figh
Korupsi: Amanah vs Kekuasaan”, diterbitkan oleh Solidaritas Masyarakat
Transparansi NTB pada tahun 2003. Buku tersebut berisi penjelasan
tentang korupsi, seperti sejarah korupsi yang terjadi pada masa lalu,
pandangan Islam tentang keuangan negara dan korupsi, peran ulama dalam
pemberantasan korupsi, dan juga terdapat penjelasan tentang tindak pidana

korupsi penggelapan.
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Keenam, jurnal yang ditulis oleh Fazzan, yang berjudul
“Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”,
dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah Islam Futura, Volume 14 Nomor 2
Tahun 2015. Jurnal tersebut berisi penjelasan tentang bentuk-bentuk

tindak pidana korupsi di Indonesia dalam perspektif hukum Islam, dan

juga berisi penjelasan tentang tindak pidana korupsi penggelapan (ghulul).

E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.®

Menurut Peter R. Senn metode merupakan suatu prosedur atau
cara mengetahui sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah yang
sistematis. Bertolak dari apa yang dikemukakan oleh Senn dapat ditarik
pemahaman bahwa penelitian sebagai suatu aktivitas mengandung
prosedur tertentu, berupa serangkaian cara atau langkah yang disusun
secara terarah, sistematis dan teratur.’

Menurut Wolman metode adalah tehnik dan prosedur
pengamatan dan percobaan yang menyelidiki alam yang digunakan oleh
ilmuan untuk mengolah fakta-fakta, data dan penafsirannya sesuai dengan
asas-asas dan aturan-aturan tertentu. Prosedur tersebut antara lain;

penggolongan atau klasifikasi, pemeriksaan, survei, perbandingan,

® Sugiyono, Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis, dan Desertasi, Bandung:
Alfabeta, 2016, Cet, 4, him. 18.

% Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian llmu Hukum, Bandung: Mandar Maju,
2008, Cet, 1, him. 3.
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pengukuran, dan analisis. Dengan demikian metode merupakan ekspresi
mengenai cara bekerjanya pikiran, sehingga dengan cara ini pengetahuan
yang dihasilkan mempunyai karakteristik tertentu yaitu rasional dan
teruji.’?

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan
dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis,
sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metologi atau
cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistim, sedangkan
konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu
kerangka tertentu.™
1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum
doktrinal atau yang lazim disebut dengan penelitian hukum normatif.
Metode penelitian hukum normatif ialah meneliti hukum dari
perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum.*?

Sedangkan menurut  Soetandyo  Wignyosoebroto
sebagaimana dikutip oleh Zainuddin Ali, penelitian hukum adalah
seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar dan
atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru mengenai suatu
permasalahan. Untuk menjawab segala permasalahan hukum

diperlukan hasil penelitian yang cermat, berketerandalan, dan sahih

' Ipid., him. 3.

1 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia,
1986, him. 42.

2| Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi
Teori Hukum, Jakarta: Prenada Media Group, 2016, him. 12.
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untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada.** Dalam
penelitian ini yang diteliti adalah berbagai dokumen, buku, artikel, dan
jurnal yang memiliki relasi dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Penelitian ini bersifat kualitatif, yang memusatkan
perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan
satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia.**

Penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif adalah,
penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam
peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-
norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.*

Sumber Data

Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan
data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data
sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang luas,
sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku,
sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh
pemerintah.’® Pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya
bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum
primer, sekunder, dan tertier. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan

hukum yang mengikat. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang

him. 18.

20-21.

3 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, Cet, 5,
4 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, him.

15 Zainuddin Ali, op.cit., him. 105.
16 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan

Singkat, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, Cet, 9, him. 24.
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memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum
tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan
terhadap bahan hukum primer dan sekunder.*’

Berpijak pada cakupan data sekunder dalam penelitian
hukum normatif, data dan sumber data penelitian ini adalah sebagai
berikut:

a. Bahan hukum primer
Bahan hukum primer terdiri dari:
1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2) Al-Qur’an, dan
3) Hadis.
b. Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder antara lain terdiri dari:
1) Buku Terapi Penyakit Korupsi: dengan Tazkiyatun Nafs
(Penyucian Jiwa), (karya Abu Fida’ Abdur Rafi’).
2) Buku Korupsi dalam Hukum Pidana Islam (karya M. Nurul
Irfan).
3) Buku Figh Korupsi: Amanah vs Kekuasaan (kumpulan
karangan yang diedit oleh Ervyn Kaffah dan Moh. Asyiq
Amrulloh).

4) Buku Tindak Pidana Korupsi (karya Evi Hartanti).

7 1bit., him. 52.
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5) Buku Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi
Teori Hukum (karya | Made Pasek Diantha).
6) Buku Pengantar Penelitian Hukum (karya Soerjono Soekanto),
dan berbagai Bahan hukum sekunder lainnya.
3. Tehnik Pengumpulan Data
Tehnik pengumpulan data merupakan langkah yang sangat
strategis dalam melakukan sebuah penelitian, karena tanpa mengetahui
tehnik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang
memenuhi standar data yang ditetapkan.*®
Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan
pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan
tehnik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara,
dan dokumentasi.*®
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan
cara dokumentasi. Dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data yang
tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui
dokumen-dokumen yang ada.?
Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian hukum

normatif atau kepustakaan bersumber dari peraturan perundang-

'8 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta,
2011, Cet, 14, him. 224.

9 Ibit., him. 225.

2 Muhammad Igbal Hasan, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan
Aplikasinya, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, him. 82.
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undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil
penelitian.?
4. Analisis Data

Analisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan tehnik
deskripsi. Tehnik deskripsi adalah tehnik dasar analisis yang tidak
dapat dihindari penggunaannya. Deskripsi berarti penggambaran atau
uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-
proposisi hukum atau nonhukum.? Jadi, analisa data dalam penelitian

ini menggunakan metode deskriptif-analitis.

F. Sistematika Penulisan
Agar supaya pembahasan dalam skripsi ini mudah dipahami,
maka penulis perlu menguraikan sistematika penulisannya. Sistematika
penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yang mana masing-masing bab
saling berkaitan dan merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan.
Adapun perincian sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:
BAB | : Pendahuluan, bab ini meliputi: latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka,
metode penelitian, dan sistematika penulisan.
Dari bab ini dapat diketahui tentang bagaimana permasalahan
dalam penelitian ini dan alasan-alasan perlunya untuk

dilakukan penilitian, bagaimana merumuskan masalah agar

2! Zainuddin Ali, op.cit., him. 107.
22 | Made Pasek Diantha, op.cit., him. 181.
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pembahasan dalam penelitian ini jelas dan terbatasi, apa yang
menjadi tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini dan apa
manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, apa bahan
pustaka yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini, metode
penelitian seperti apa yang digunakan dalam penelitian, dan

bagaimana sistematika penulisan skripsi ini disusun.

BAB Il : Bab ini menjelaskan kerangka teori mengenai tinjauan umum

BAB

tentang tindak pidana korupsi dalam hukum pidana Islam, yang
meliputi pengertian tindak pidana korupsi, macam-macam
tindak pidana korupsi, dan sanksi tindak pidana korupsi
penggelapan.

Dari bab ini dapat diketahui bagaimana kerangka teori
disajikan untuk mendukung dan menjelaskan tindak pidana
korupsi penggelapan dan hal-hal yang berhubungan dengan
tindak pidana korupsi.

Bab ini menjelaskan mengenai tindak pidana korupsi
penggelapan dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 UU No. 31
Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang meliputi latar
belakang lahirnya UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20
Tahun 2001, konstruksi pasal dan unsur-unsur tindak pidana
korupsi penggelapan, dan sanksi tindak pidana korupsi

penggelapan.
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BAB IV :

Dari bab ini dapat diketahui bagaimana tindak pidana korupsi
penggelapan dirumuskan, unsur-unsur dan sanksi tindak pidana
korupsi penggelapan.

Bab ini menjelaskan tentang analisis hukum pidana Islam
terhadap ketentuan tindak pidana korupsi penggelapan dalam
Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU
No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, yang meliputi analisis terhadap konstruksi pasal dan
unsur-unsur tindak pidana korupsi penggelapan, dan analisis
terhadap sanksi tindak pidana korupsi penggelapan.

Dari bab ini dapat diketahui bagaimana hukum pidana Islam
memandang ketentuan tindak pidana korupsi penggelapan yang
diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 UU No. 31 Tahun
1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi.

BAB V : Penutup, bab ini meliputi simpulan dan saran.
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BAB 11

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM

HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

1.

Pengertian tindak pidana

Dalam hukum pidana Islam, ada dua istilah yang digunakan
untuk menyebut tindak pidana, yaitu jinayah atau jarimah. Dapat
dikatakan bahwa kata jinayah yang digunakan oleh para fugaia’
adalah sama dengan istilah jarimah. %

Secara bahasa, kata jinayah (4\4a) merupakan bentuk
masdar dari kata jana (%), yang artinya adalah berbuat dosa atau
salah, sehingga istilah jinayah dapat diartikan sebagai perbuatan dosa
atau perbuatan yang salah. Begitu juga pendapat Imam al-Kahlani
yang dikutip oleh Rokhmadi, ia mengartikan kata jinayah sebagai
perbuatan kejahatan atau kriminal.?*

Sedangkan pengertian jinayah secara istilah, menurut
Abdul Qadir Audah sebagaimana dikutip oleh Ahmad Mawardi

Muslich adalah sebagai berikut:

MY e gl Qe gl e Jadl gy £ g cle b p e Jail and Alialle

2016, Cet, 1,

1.

% Topo Santoso, Asas-asas Hukum Pidana Islam, Edisi 1, Jakarta: Rajawali Pers,
him. 108.
% Rokhmadi, Hukum Pidana Islam, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, Cet, 1, him.
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“Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang
dilarang oleh syara’, baik perbuatan tersebut mengenai
jiwa, harta, atau lainnya”.?

Sebagian ahli figh/fugaha menggunakan kata jinayah untuk
tindak pidana yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti
membunuh, melukai, dan menggugurkan kandungan.?

Adapun kata jarimah (%), secara bahasa merupakan kata
jadian yang berasal dari kata jarama (s»), yang mempunyai arti;
berbuat salah, sehingga kata jarimah dapat diartikan sebagai perbuatan
yang salah.?’

Sedangkan pengertian jarimah secara istilah, menurut
Imam al-Mawardi sebagaimana dikutip oleh Ahmad Mawardi Muslich
adalah sebagai berikut:

RS 8 B el ) a5 Ay i gedana il s

“Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh

syara’, yang diancam dengan hukuman had atau ta’zir ” 28

2. Unsur-unsur tindak pidana
Suatu perbuatan baru dapat dianggap sebagai jarimah

apabila telah memenuhi unsur-unsur jarimah. Unsur-unsur jarimah

dibagi menjadi dua; pertama, unsur-unsur umum, Yaitu unsur yang

? Ahmad Mawardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Figh
Jinayah, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, Cet, 2, him. 1.

% Makhrus Munajad, Hukum Pidana Islam di Indonesia, Yogyakarta: Teras, 2009,
Cet, 1, him. 2.

2" Rokhmadi, op.cit., him. ¢ .

28 Ahmad Mawardi Muslich, op.cit., him. 9.
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melekat pada setiap jarimah. Kedua, unsur khusus, yaitu unsur yang
melekat pada masing-masing jarimah.”

Pertama, unsur umum. Menurut Abdul Qadir Audah
sebagaimana dikutip oleh Ahmad Mawardi Muslich, mengemukakan
bahwa unsur-unsur umum jarimah ada tiga macam, yaitu unsur formal,
unsur materiel, dan unsur moral.*

a.  Unsur formal ({4 ¢s)

Yaitu adanya ketentuan yang melarang perbuatan
tersebut dan mengancamnya dengan hukuman. Artinya, Suatu
perbuatan baru dapat dianggap sebagai jarimah apabila terdapat
ketentuan yang melarang perbuatan tersebut dan disertai dengan
hukuman.®

b. Unsur materiel (2tedl ¢S3Y)

Yaitu adanya tingkah laku seseroang yang berupa
jarimah, baik jarimah aktif (melakukan suatu perbuatan yang
dilarang) maupun jarimah pasif (tidak melakukan suatu perbuatan

yang diharuskan).*

c. Unsur moral (¥ oS3l)

2 Makhrus Munajad, op.cit., him. 10.

%0 Ahmad Mawardi Muslich, op.cit., him. 28.
3 Makhrus Munajad, loc.cit.

% Ibid., him. 11.
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Yang dimaksud unsur moral adalah pelaku merupakan
orang mukalaf, yakni orang yang dapat dimintai
pertanggungjawaban pidana atas jarimah yang dilakukannya.®

Kedua, unsur khusus. Unsur khusus merupakan unsur yang
melekat pada masing-masing jarimah, dan masing-masing jarimah
tersebut memiliki unsur yang berbeda-beda.>
Macam-macam tindak pidana

Menurut pendapat Abdul Qadir Audah sebagaimana dikutip
oleh Rokhmadi, membagi jarimah menjadi tiga macam, yaitu jarimah
hudud, jarimah gisas diyat, dan jarimah ta zir.

a. Jarimah hudud

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan
hukuman had, yaitu hukuman yang telah ditentukan secara pasti
dan tegas dalam syariat mengenai macam dan jumlahnya, bersifat
tetap, tidak dapat hapus atau dirubah, dan menjadi hak Allah,
karena menyangkut kepentingan masyarakat.*

Menurut Mahmud Syaltut sebagaimana dikutip oleh
Ahmad Mawardi Muslich, yang dimaksud hak Allah adalah
sebagai berikut:

Lol (e 2l g3 (aing al g oG ) Ao lanll alad) adil) 4y (glas e ;) (3a

% Ahmad Mawardi Muslich, loc.cit.
% Makhrus Munajad, op.cit., him. 11.
% Rokhmadi, op.cit., him. 5-6.
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“Hak Allah adalah suatu hak yang manfaatnya kembali
kepada masyarakat dan tidak tertentu bagi
seseorang’”. %

b. Jarimah gisas-diyat

Jarimah qisas-diyat adalah jarimah yang diancam
dengan hukuman gisas (hukuman sepadan/sebanding) dan atau
diyat (denda/ganti rugi), dan jarimah gisas-diyat ini dikategorikan
sebagai hak manusia atau perorangan.®’

Adapun yang dimaksud dengan hak manusia atau
perorangan, menurut Mahmud Syaltut sebagaimana dikutip oleh
Ahmad Mawardi Muslich adalah sebagai berikut:

(L G a2 51 (ald g 4 gl L sgh 1aml) (B

“Hak manusia adalah suatu hak yang manfaatnya

kembali kepada orang tertentu”. 38

C. Jarimah ta’zir

Jarimah ta’zir adalah jarimah yang diancam dangan
hukuman ta zir (bersifat memberi pengajaran). Menurut Imam al-
Mawardi sebagaimana dikutip oleh Ahmad Mawardi Muslich,
ta’zir adalah:

Sgaal) L £ 5dl al igid e qudli el

“Ta’zir adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak

pidana) yang belum ditentukan oleh syariat”.39

% Ahmad Mawardi Muslich, op.cit., him. 17-18.
%" Makhrus Munajad, op.cit., him. 13.
%8 Ahmad Mawardi Muslich, op.cit., him. 18.
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Hukuman dalam jarimah ta’zir tidak ditentukan
ukurannya, sehingga dalam menentukan hukuman ta zir,
sepenuhnya diserahkan kepada penguasa, baik jarimah ta zir yang
larangannya ditentukan oleh nas atau tidak, maupun jarimah
tersebut menyangkut hak Allah atau hak perorangan.*

Adapun mengenai macam-macam hukuman ta zir
menurut Audah adalah sebagai berikut:

1) Hukuman mati.
2) Hukuman cambuk.
3) Hukuman penjara.
4) Pengasingan.

5) Salib.

6) Nasehat.

7) Peringatan keras.
8) Pengucilan.*!

Adapun hukuman-hukuman ta’zir yang lain adalah

sebagai berikut:

1) Pemecatan dari kepegawaian.

2) Pencegahan hak-hak terpidana.

3) Penyitaan, perampasan atau pengambil-alihan alat-alat tindak

pidana dan barang yang diharamkan atas kepemilikannya.

* Ibid., him. 19.
0 Makhrus Munajad, op.cit., him. 14.
* Rokhmadi, op.cit., him. 200-204.
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4) Penghapusan atau penghilangan bukti-bukti (barang) tindak
pidana.*?
4. Pengertian korupsi
Istilah korupsi dalam bahasa Arab disebut riswah, yang
berarti penyuapan, dan juga disebut ghulul, yang berarti
penggelapan.®
Berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya
disebut dengan MUI) Kep. Fatwa. No. 4/MUNASVI/MUI/2000,
sebagaimana dikutip oleh Muardi Chatib, mendefinisikan korupsi
sebagai tindakan pengambilan sesuatu yang ada di bawah

kekuasaannya dengan cara yang tidak benar menurut syariat Islam.*

B. Macam-macam tindak pidana korupsi
Dalam figh klasik tidak dikenal istilah tindak pidana korupsi.
Namun, dalam khazanah figh, setidaknya terdapat sembilan (9) jenis
tindak pidana yang mirip dengan tindak pidana korupsi. Kesembilan
tindak pidana korupsi tersebut adalah ghulul (penggelapan), riswah
(penyuapan), ghasab (mengambil paksa hak/ harta orang lain), khianat,
sarigah (pencurian), hirabah (perampokan), al-maks (pungutan liar), al-

ikhtilas (pencopetan), dan al-ihtihab (perampasan/penjambretan).*

“2 1bid., him. 205-206.

* Muhammad Nurul Irfan, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: dalam Perspektif
Figh Jinayah, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009, Cet, 1, him. 45.

* Ervyn Kaffah dan Mohammad Asyiq Amrulloh (eds), op.cit., him. 253.

* Marzuki Wahid dan Hifdzil Alim (eds), Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi,
Jakarta: Lakpesdam PBNU, 2016, Cet, 2, him. 87.
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1. Ghulul
Secara bahasa, kata ghulul berasal dari kata kerja “J-J8&”
yang oleh lbnu al-Manzur sebagaimana dikutip oleh Muhammad
Nurul Irfan diartikan sebagai:
A3 a g udarl) B34
“Sangat kehausan dan kepanasan ”.*°
Adapun arti kata ghulul yang spesifik dikemukakan dalam
al-Mu’jam al-Wasit, bahwa kata ghulul berasal dari kata kerja “J%-08”
yang berarti:
2 g aliall A OB
“Berkhianat dalam pembagian harta rampasan perang

atau dalam harta lain”.*

Pengartian kata ghulul sebagai tindakan khianat terhadap
harta rampasan perang, bersumber dari firman Allah dalam surat al-
Imran [3]: 161, yang berbunyi:

¥ 3hy G La gl 38 a5 & Aalidl) 5 08 Lay il i Gy Oas G Gl EAS W
Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan
harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat
dalam urusan rampasan perang, maka pada hari kiamat ia
akan datang membawa apa yang dikhianatinya itu,
kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang
apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal,
sedang mereka tidak dianiaya.*®

* Muhammad Nurul Irfan, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: dalam Perspektif
Figh Jinayah, op.cit., him. 94.

*” Muhammad Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, op.cit., him. 79.

* Muhammad Nurul Irfan, loc.cit.
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Sedangkan pengartian kata ghulul sebagai larangan bagi
pejabat negara menerima hadiah dalam menjalankan tugas negara
adalah didasarkan pada hadis yang berbunyi sebagai berikut:

01 50) Jste Juaadl Liaa JU alug dule AN o & e G Gaelad) el A o
e

‘Dari Abu Humaid as-Sa’idi, sesungguhnya Rasulullah

SAW. bersabda, bahwa pemberian kepada pejabat adalah

ghulul (penggelapan/korupsi)’. (HR. Ahmad).*°

Adapun pengartian kata ghulul sebagai larangan kepada
pejabat negara mengambil apapun dalam menjalankan tugas negara
adalah didasarkan pada suatu kisah dalam sebuah hadis, yang mana
sesaat setelah Nabi Muhammad saw. mengutus dua sahabatnya untuk
menjadi seorang kepala daerah dan sekaligus guru di Yaman. Hadis
yang dimaksud adalah sebagai berikut:

oo Jul i Lalh adl) ) by Al &) (L A Jgmas (i OB S 0 e 0
aly iy ey Jolo AT A3 sty Undi Gamead ¥ L) g o (g JUBE Cina B (g i
Gu S duaa Maa duaa JlBg sla Al o) ) llaad (aald &l goa 13gd Aalll) gy 6 Ly
(50N 3908 oo Aabad Eugan e A gl 138 (Y 4d jal Y
Dari Mu’adz bin Jabal ia berkata, Rasulullah SAW.
mengutus saya ke Yaman. Ketika saya baru berangkat ia
mengirim seseorang untuk memanggil saya kembali, maka
sayapun kembali. Lalu Rasulullah berkata, apakah engkau
tahu mengapa saya mengirim orang untuk menyuruhmu
kembali? Janganlah kamu mengambil sesuatu apapun
tanpa izin saya, karena hal itu adalah ghulul, dan barang
siapa melakukan ghulul, maka ia akan membawa barang
yang digelapkan/dikorupsi itu pada hari kiamat. Untuk
itulah saya memanggilmu. Sekarang berangkatlah untuk
tugasmu. (HR. At-Tirmizi).>

** Marzuki Wahid dan Hifdzil Alim (eds), op.cit., him. 79.
% 1bid., him. 76-78.
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Adapun definisi ghulul secara istilah, dapat dilihat dari
pendapat beberapa tokoh sebagaimana dikutip oleh Muhammad Nurul
Irfan adalah sebagai berikut:

a. Menurut Rawas Qala’arji dan Hamid Sidiq Qunaybi, ghulul adalah
(Aslia b 4wy g4l 240), yang artinya mengambil sesuatu dan
menyembunyikannya dalam hartanya.

b. Munurut Muhammad bin Salim bin Sa’id Babasil al-Syafi’i, ia
menjelaskan bahwa di antara bentuk-bentuk kemaksiatan tangan
adalah al-ghulul, vyaitu berkhianat dalam pembagian harta
rampasan perang. Dalam kitab al-zawajir dijelaskan bahwa ghulul
adalah tindakan mengkhususkan atau memisahkan yang dilakukan
oleh seorang tentara terhadap harta rampasan perang sebelum
dibagi, tanpa menyerahkannya kepada pemimpin untuk dibagikan,
dan walaupun harta yang digelapkan itu hanya sedikit.>

Dari beberapa definisi di atas, baik secara bahasa maupun
secara istilah, dapat dikonklusikan bahwa istilah ghulul diambil dari
al-Qur’an surat al-Imran ayat 161, yang pada awalnya ghulul
diindikasikan hanya terbatas pada tindakan pengambilan, penggelapan
atau berlaku curang terhadap harta rampasan perang. Namun, dalam
perkembangannya, ghulul juga meliputi tindakan penggelapan

terhadap harta-harta lain, seperti tindakan penggelapan terhadap harta

51 Muhammad Nurul Irfan, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: dalam Perspektif
Figh Jinayah, op.cit., him. 96-97.
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baitul mal, harta bersama dalam suatu kerjasama bisnis, ataupun

terhadap harta negara.>?
Riswah
Secara bahasa, kata riswah berasal dari bahasa Arab yaitu
“sd g W4y yang bentuk masdarnya adalah “3$&” bermakna “Jaal)”
yang artinya adalah upah, komisi atau suap.>®
Adapun definisi riswah secara istilah adalah sesuatu yang
diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang
diberikan dalam rangka membenarkan yang batil atau menyalahkan
yang benar.>*

Adapun larangan mengenai riswah adalah didasarkan pada
hadis yang berbunyi sebagai berikut:

) g QI3 g sl g B pleng Ao ) L ) O g 0l JB gl o
Dari Tsauban berkata, Rasulullah SAW. melaknat orang
yang menyuap, orang yang disuap, dan orang yang
menghubungkan, yaitu orang yang berjalan di antaranya
keduanya.™

Khianat
Secara bahasa, kata khianat berasal dari bahasa Arab yang

merupakan bentuk masdar dari kata kerja “cgds - B, Selain “4LA”

bentuk masdarnya bisa berupa “4ids - LA — Us” yang semuanya

diartikan sebagai:

QalME Gy (el o

*2 Ibid., him. 97.
53 Muhammad Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, op.cit., him. 89.
** Ibid., him. 89.
* Ibid., him. 91.
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“Sikap tidak becusnya seseorang pada saat diberikan
kepercayaan » %6
Adapun definisi khianat secara istilah, dapat dilihat dari
pendapat al-Raghib al-Isfahani sebagaimana dikutip oleh Abdul Azis
Dahlan, yang mengemukakan bahwa khianat adalah sikap tidak
memenuhi suatu janji atau suatu amanah yang dipercayakan
kepadanya.®’
4. Sarigah
Secara etimolgis, sarigah merupakan bentuk masdar dari
kata kerja “B pw - (§ e - @7, yang berarti:
Ada g 4dd Alle 4
“Mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-
sembunyi dan dengan tipu daya”. %8
Sedangkan secara terminologis, sarigah adalah mengambil
barang atau harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dari
tempat penyimpanan barang atau harta kekayaan tersebut.*
Adapun larangan sarigah, didasarkan pada firman Allah
dalam surat al-Maidah [5]: 38, yang berbunyi sebagai berikut:
A8 538 A0 A Gra VI Ll Ly 138 Laggail | saladld 48,01y (3 g

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri,
potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas

% Muhammad Nurul Irfan, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: dalam Perspektif
Figh Jinayah, op.cit., him. 131.

>" Abdul Azis Dahlan (ed.), Ensiklopedi Hukum Islam, Jil. 3, Jakarta: Ichtiar Baru van
Hoeve, 2003, Cet, 6, him. 913.

%8 Muhammad Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, op.cit., him. 117.
59 H
Ibid.
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perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari
Allah. Dan Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.”
5. Ghasab
Kata ghasab berasal dari kata kerja “lwa® - quaty — quad”
yang berarti:
JLalia g ) g8 sadl
“Mengambil sesuatu secara paksa dan zalim » o1
Secara bahasa, definisi ghasab dapat dilihat dari pendapat
Muhammad al-Khatib al-Syarbini sebagaimana dikutip oleh
Muhammad Nurul Irfan sebagai berikut:
U Lall a3 S8 g Lalld ol 33 431 g2
“Ghasab secara bahasa berarti mengambil sesuatu secara
zalim, sebelum mengambilnya secara zalim (ia
melakukannya) secara terang-terangan ”.**

Sedangkan secara istilah, ghasab adalah upaya untuk
menguasai hak orang lain secara terang-terangan.

Adapun mengenai larangan ghasab adalah berdasarkan
firman Allah dalam al-Qur’an surat al-Bagarah [2]: 188, yang berbunyi
sebagai berikut:

Ay ) el i i R ) g s gy 4655 0 5 g
Lrsalid 3
Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang

lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah)
kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu

% Rokhmadi, op.cit., him. 70.

%1 Muhammad Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, op.cit., him. 105.

%2 Muhammad Nurul Irfan, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: dalam Perspektif
Figh Jinayah, op.cit., him. 105.
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dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain
dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.®®
6. Hirabah
Secara etimologis, hirabah berarti memerangi atau dalam
kalimat haraballah berarti seseorang bermaksiat kepada Allah.®*
Adapun definisi hirabah secara terminologis dapat dilihat
dari pendapat imam As-Syafi’i sebagaimana dikutip oleh Muhammad
Nurul Irfan, yang mengemukakan bahwa hirabah adalah mereka yang
melakukan penyerangan dengan membawa senjata kepada satu
komunitas orang sehingga para pelaku merampas harta kekayaan
mereka di tempat-tempat terbuka secara terang-terangan.®
Adapun dalil tentang larangan perampokan disebutkan
secara tegas di dalam al-Qur’an surat al-Maidah [5]: 33, yang berbunyi

sebagai berikut:

3\ \3.\&443\ bﬁﬁ u‘ K UAJY\‘_,&WJMJMJJ & ulem ua.ﬁ\ 9\)& Lu\
b als LA B G3a agd il (a1 G 13 3 A (e gl Ty agual adis
P -k 3,4Y)
Sesungguhnya  hukuman bagi orang-orang yang
memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan
di muka bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau
dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau
dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian
itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan

di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.

7. Al-maks

% Muhammad Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, op.cit., him. 138.
* Ibid., him. 88.

® Ibid., him. 122-123.

® Ibid., him. 123-124.
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Secara etimologis, kata o)) adalah bentuk masdar dari
kata kerja (=S — «Sa yang berarti memungut cukai, yakni mengambil
apa yang bukan haknya.®’

Adapun definisi al-maks secara terminologis, dapat dilihat
dari pendapat Ahmad al-Siharanfuri sebagaimana juga dikutip oleh

Muhammad Nurul Irfan sebagai berikut:

(ot b aliall dd Quld) (Y JLdadl 9 5 GaSlall ARG ) Ay Sl (uSal)
D B asilely U Gty jldad) g llly o paly Y
Al-maks adalah cukai yang diambil pelaku, yaitu sebesar
1/10 (dari harta seluruhnya) dalam hal ini umumnya
terdapat unsur kezaliman. Seseorang penguasa akan masuk
neraka karena kebijakannya yang mengarah kepada
kezaliman tersebut dan para pemungut 1/10 (dari seluruh
harta pedagang) akan masuk neraka karena membantu
penguasa dalam melaksanakan pemungutan dimaksud.®
Adapun dalil diharamkannya al-maks ditegaskan dalam

hadis, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, yang
berbunyi sebagai berikut:

ala Lal) Jay ¥ J6 alag ade & L b Jpuy coran JB jule op dde oo

sa

“Dari Ugbah bin Amir, berkata, saya mendengar

Rasulullah  SAW. bersabda: orang yang melakukan

pungutan liar tidak akan masuk surga » 89

. Al-ikhtilas

Secara etimologis, al-ikhtilas berasal dari — ¢alds — (uld

Luli yang berarti merampas dan mengambil dengan tipuan.”® Dalam

%7 Abu Fida’ Abdur Rafi’, op.cit., him. 33.
%8 Muhammad Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, op.cit., 128.
* Ibid., him. 133.
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bahasa Indonesia, istilah al-ikhtilas lebih sesuai dengan istilah
mencopet.”

Sedangkan definisi al-mukhtalis secara terminologis,
menurut pendapat Abdul Mukti sebagaimana dikutip oleh Muhammad
Nurul Irfan, mendefinisikan al-ikthtilas sebagai berikut:

gl 2y (e 5gd 1 g A e by g Adldd (el Gl Sty o 1 (uSIERY)

“Al-ikhtilas adalah upaya memperdaya pemilik harta lalu

merampasnya, pergi secara cepat dan terang-terangan

pelakunya adalah orang yang sengaja lari » 12

Adapun dalil diharamkannya al-ikhtilas di dalam al-Qur’an
tidak terdapat ayat yang secara eksplisit menyebutkan tentang
persoalan il-ikhtilas, namun dilihat dari tata cara memperoleh harta,
jelas perbuatan al-ikhtilas termasuk salah satu cara menguasai harta
atau memakan harta sesama dengan cara batil. Sebagaimana firman
Allah di dalam al-Qur’an surat al-Bagarah [2]: 188, yang berbunyi
sebagai berikut:
by ) el e i) i AT ) g 15 gy 5855 05 15 ¥y

LAl 3y
Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang
lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah)
kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu
dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain

dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”
9. Al-ihtihab

" Ibid., him. 135.

™' Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Jakarta: Departemen Pendidikan
Nasional, 2003, Cet, 3, him. 455.

2 Muhammad Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, op.cit., him. 137.

" Ibid., him. 138.
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Secara etimologis, al-ihtihab berasal dari W= - ¢ — ¢
memiliki arti menipu, memperdaya, dan merampas. Dalam bahasa
Indonesia, al-ihtihab adalah penjambretan.

Sedangkan definisi al-ihtihab secara terminologis, dapat
dilihat dari pendapat al-Fayyumi dan Syamsul Haq al-‘Azim Abadi
sebagai berikut:

Al-Fayyumi mendefinisikan al-ihtihab sebagai berikut:

RN el e Aty

“Menguasai dan memaksa atas harta”.

Syamsul Haqg al-‘Azim Abadi mendefinisikan al-ihtihab
sebagai berikut:

o 081 1 Y1 (e gl S g gl 1ogd 4 Dadl dag o B s gl
Al 48 5l (i) aund adad ale
Al-nahb adalah mengambil harta (orang lain) dengan cara
terang-terangan dan memaksa walaupun cara ini dinilai
lebih buruk daripada mengambil (milik orang lain) secara
sembunyi-sembunyi, akan tetapi pelaku tidak diancam
sanksi pidana potong tangan karena al-nahb ini tidak

termasuk jarimah sarigah atau pencurian.”
Selanjutnya, mengenai dalil tentang diharamkannya al-

ihtihab adalah berdasarkan hadis sebagaimana yang diriwayatkan oleh

al-Baihaqi, Abu Dawud, al-Tirmidzi, dan Malik, yang berbunyi

sebagai berikut:

Yy oulidal) o Gl alg ade A Lo A gy JB s bai¥) ) s cn e 08
e AN e Y ctiall e

“Dari Jabir bin Abdullah al-Anshari berkata, Rasulullah
SAW. bersabda: tidak berlaku hukuman potong tangan

™ bid., him. 139-140.
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bagi pelaku pencopetan, penjambretan, dan

pengkhianatan”.”

C. Sanksi tindak pidana korupsi penggelapan
Sanksi pada ghulul (tindak pidana korupsi penggelapan) adalah
bersifat ancaman sanksi moral. Ancaman sanksi moral perbuatan ghulul
berupa siksa neraka di akhirat kelak. Hal dapat dilihat dari sebuah hadis
yang berbunyi sebagai berikut:

‘_MMUJG JJY‘&)AJ?SMJ@A»\W“\‘LWJM‘JQ ‘5.:9\“3\4.\»@\&
4»\‘,.&..44»\ oy JUad 4an 138 9 aSila 132 (B dula ;uwmm u-"u" il (A
A.\)\Mh.lha‘uuéb.au.\sui Shaa d.ul.vu.nd.a\‘gdu\‘_\uua‘_mhmelu‘gw
(K7 dg&a&@hﬁﬂ!@"i;hdﬂ\uﬁs@&ad&j\ dm\uau.tuh\ dla@.ausu.uu
Yﬂ\glﬁdbaulsu!‘\.u& ul.au.nda\‘g‘\.u\uuu&wh)wuiw&\m& \&Jeﬁu
& aSia sl uﬁﬁ)ﬁubﬂ\@yﬁmuﬂuw\gﬁ\!!mﬁmweﬁah\ KEUH
L 3G gl s Ll B R ;&Ju\ﬁmm

Dari Abi Humaid as-Sa’idi (diriwayatkan bahwa) ia berkata:
Rasulullah SAW. mengangkat seorang lelaki dari suku al-Azd

bernama Ibn al-Lutbiyyah untuk menjadi pejabat pemungut

zakat di Bani Sulaim. Ketika ia datang (menghadap Nabi SAW.

untuk melaporkan hasil pemungutan zakat) beliau
memeriksanya. la berkata: “Ini harta zakatmu (Nabi/negara),

dan yang ini adalah hadiah (yang diberikan kepadaku).” Lalu
Rasulullah SAW. bersabda, ‘jika engkau memang benar, maka

apakah kalau engkau duduk di rumah ayahmu atau di rumah

ibumu hadiah itu datang kepadamu?” Kemudian Nabi SAW.

berpidato mengucapkan tahmid dan memuji Allah, lalu

berkata:  “Selanjutnya saya mengangkat seseorang di

antaramu untuk melakukan tugas yang menjadi bagian dari

apa yang telah dibebankan Allah kepadaku. Lalu, orang

tersebut datang dan berkata: “ini hartamu (Rasulullah/

Negara) dan ini adalah hadiah yang diberikan kepadaku.” Jika

ia memang benar, maka apakah kalau ia duduk saja di rumah

ayah dan ibunya hadiah itu juga datang kepadanya? Demi

Allah begitu seseorang mengambil sesuatu dari hadiah tanpa

hak, maka nanti di hari kiamat ia akan menemui Allah dengan

membawa hadiah (yang diambilnya itu), lalu saya akan

mengenali seseorang dari kamu ketika menemui Allah itu ia

memikul di atas pundaknya unta (yang dulu diambilnya)

8 1bid., him. 139.
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melengkik atau sapi melenguh atau kambing mengembik...(HR.
al-Bukhari dan Muslim dan teks dari Muslim).”
Adapun ancaman sanksi di dunia terhadap perbuatan ghulul

tidak ditentukan dengan pasti di dalam nas, dan karena nas tidak
menentukan sanksi yang tegas di dunia terhadap perbuatan ghulul, maka

sanksi terhadap perbuatan ghulul adalah berupa hukuman za zir.””

’® Marzuki Wahid dan Hifdzil Alim (eds), op.cit., him. 91-92.
" Ervyn Kaffah dan Mohammad Asyiq Amrulloh (eds), op.cit., him. 292.
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BAB IlI
KETENTUAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGGELAPAN DALAM
PASAL 8, PASAL 9, DAN PASAL 10 UU NO. 31 TAHUN 1999 JO. UU
NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK

PIDANA KORUPSI

A. Latar Belakang Lahirnya UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20
Tahun 2001
Secara substansi, keberadaan pengaturan tindak pidana korupsi
dalam hukum positif sebenarnya sudah ada sejak lama, yaitu sejak
berlakunya KUHP tanggal 1 Januari 1918.”* KUHP itu sebagi suatu
kodifikasi dan unifikasi berlaku bagi semua golongan di Indonesia sesuai
dengan asas konkordansi, diundangkan dalam Staatblad 1915 Nomor 752,
tanggal 15 Oktober 1915."
Meskipun KUHP telah diubah, ditambah dan diperbaiki oleh
beberapa UU, yang dimulai dengan UU No. 1 Tahun 1946, UU No. 20
Tahun 1946, UU No. 73 Tahun 1958, tindak pidana korupsi yang ada di
dalamnya tetap sebagaimana mulanya. Tindak pidana korupsi yang
merupakan tindak pidana jabatan tercantum dalam Bab XXVIII Buku Il

KUHP, sedangkan tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan tindak

® Ermansjah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK: Kajian Yuridis UU RI
Nomor 31 Tahun 1999 Juncto UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Versi UU Rl Nomor 30 Tahun 2002
Juncto UU RI Nomor 46 Tahun 2009, Edisi 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, Cet, 2, him. 32.

" Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan
Internasional, Edisi Revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, him. 33.
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pidana jabatan seperti Pasal 209 dan 210 berada dalam bab lain, tetapi juga

dalam Buku Il KUHP.%

Selanjutnya setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaan
tanggal 17 Agustus Tahun 1945, keberadaan tindak pidana korupsi juga
diatur dalam perundang-undangan Indonesia.®*

Peraturan pemberantasan tindak pidana korupsi yang pertama kali adalah

Peraturan Penguasa Militer yaitu:

1. Peraturan Penguasa Militer tanggal 9 April Tahun 1957 No.
Prt/PM/06/1957 tentang pemberantasan korupsi yang dikeluarkan oleh
Penguasa Militer Angkatan Darat dan berlaku untuk daerah kekuasaan
Angkatan Darat;

2. Peraturan Penguasa Militer tanggal 27 Mei Tahun 1957 No.
Prt/PM/03/1957 vyang berisi tentang pembentukan badan yang
berwenang mewakili negara untuk menggugat secara perdata orang-
orang yang dituduh melakukan berbagai bentuk perbuatan korupsi
yang bersifat keperdataan (perbuatan korupsi lainnya) lewat
Pengadilan Tinggi. Badan yang dimaksud adalah Pemilik Harta Benda
(PHB);

3. Peraturan Penguasa Militer tanggal 1 Juli Tahun 1957 No.
Prt/PM/011/1957 merupakan peraturan yang menjadi dasar hukum dari

kewenangan yang dimiliki oleh PHB untuk melakukan penyitaan harta

% Ibid., him. 37-38.
81 Ermansjah Djaja, op.cit., him. 32.
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benda yang dianggap hasil perbuatan korupsi lainnya, sambil
menunggu putusan dari Pengadilan Tinggi.®

Konsiderans dari peraturan yang pertama di atas
(Prt/PM/06/1957) berbunyi sebagai berikut:

Bahwa berhubung tidak adanya kelancaran dalam usaha-usaha

memberantas perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan

dan perkonomian negara, yang oleh khalak ramai dinamakan

korupsi, perlu segera menetapkan suatu tata cara kerja untuk

dapat menerobos kemacetan dalam usaha-usaha memberantas

korupsi... dan seterusnya.®®

Hal yang penting untuk diketahui dari peraturan di atas adalah
adanya usaha untuk pertama kali memakai istilah korupsi sebagai istilah
hukum dan memberi batasan sebagai berikut: “perbuatan-perbuatan yang
merugikan keuangan dan perekonomian negara”.84

Satu tahun kemudian dikeluarkan Peraturan Penguasa Perang
Pusat Angkatan Darat tanggal 16 April Tahun 1958 No.
Prt/PM/Peperpu/013/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan
Pemeriksaan Perbuatan Korupsi dan Pemilikan Harta Benda.®® Hal ini
berhubungan dengan berlakunya Pasal 60 UU No. 74 Tahun 1957 tentang
Keadaan Bahaya akan tidak berlaku lagi, maka ketiga Peraturan Penguasa
Militer tersebut di atas menurut hukum, diganti dengan Peraturan

Penguasa Perang Pusat No. Prt/Peperpu/013/1958.2° Sehari setelah

keluarnya peraturan No. Prt/PM/Peperpu/013/1958, peraturan tersebut

82 Andi Hamzah, op.cit., him. 41.
8 Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM/06/1957 tentang Pemberantasan

Korupsi.

8 Andi Hamzah, op.cit., him. 42.

8 Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Edisi 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2016,
Cet, 5, hIm. 183.

& Andi Hamzah, loc.cit.
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juga diberlakukan pula untuk wilayah hukum Angkatan Laut sesuai
dengan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut tanggal 17 April
Tahun 1958 No. Prt/z.1/1/7.%

Dari permualaan dapat diketahui bahwa Peraturan Penguasa
Perang Pusat tentang pemberantasan korupsi tersebut bersifat darurat,
temporer, yang berlandaskan UU keadaan bahaya. Dalam keadaan normal,
ia perlu dicabut, dan jika masih dibutuhkan adanya peraturan tindak pidana
korupsi sebagai bagian dari hukum pidana khusus, perlu lebih baik dan
berbentuk UU.% Maka kemudian, pada Tahun 1960, Peraturan Penguasa
Perang Pusat No. Prt/Peperpu/013/1958 sudah tidak berlaku lagi dan
diganti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
No. 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan
Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian berdasarkan UU No. 24 Tahun
1961 ditetapkan menjadi UU No. 24 Prp Tahun 1960.%°

Ternyata dalam penerapan dan pelaksanaannya UU No. 24 Prp
Tahun 1960 belum mencapai hasil seperti yang diharapkan, sehingga 11
(sebelas) tahun kemudian diganti dengan UU No. 3 Tahun 1971 tentang
Pemebrantasan Tindak Pidana Korupsi. Setelah 28 (dua puluh delapan)
tahun berlakunya UU No. 3 Tahun 1971, ternyata telah tidak sesuai lagi
perkembangan dan kebutuhan hukum mengenai pemberantasan tindak

pidana korupsi, karena telah terjadi perkembangan tindak pidana korupsi,

8 Eko Handoyo, Pendidikan Antikorupsi, Edisi Revisi, Yogyakarta: Ombak, 2015,
Cet, 2, hIm. 95.

8 Andi Hamzah, op.cit., him. 61.

8 Adami Chazawi, Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, Edisi Revisi, Jakarta:
Rajawali Pers, 2016, Cet, 1, him. 3.
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kolusi, dan nepotisme (selanjutnya disebut dengan KKN) yang melibatkan
para penyelenggara negara dengan para pengusaha (swasta).”

Pada tahun 1998, di mana tahun ini dikenal dengan dimulainya
era reformasi, yaitu tuntutan rakyat Indonesia pada pemerintah untuk
melakukan perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan
berbangsa dan bernegera. Isi dari tuntutan tersebut terdiri dari 6 (enam)
tuntutan, dan salah satu tuntutannya adalah pemberantasan korupsi hingga
tuntas ke akar-akarnya.**

6 (enam) tuntutan rakyat di awal reformasi tersebut adalah:

1. Penegakan supremasi hukum;

2. Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme;

3. Mengadili Soeharto dan kroninya;

4. Amandemen konstitusi;

5. Pencabutan Dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
(selanjutnya disebut dengan ABRI);

6. Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya.*

Sebagai respons terhadap tuntutan rakyat tentang perlunya
penghapusan KKN, kemudian MPR mengeluarkan ketetapan, yaitu
dengan menetapkan Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tentang
Pemerintah yang Bersih dan Bebas dari KKN. Salah satu isi TAP MPR

tersebut adalah menetapkan agar diatur lebih lanjut dengan UU tentang

% Ermansjah Djaja, op.cit., him. 33.

% Bambang Widjojanto, Berkelahi Melawan Korupsi: Tunaikan Janji, Wakafkan
Diri, Malang: Intrans Publishing, 2016, Cet, 1, him. 34.

% Ibid., him. 35.
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upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan tegas,
dengan melaksanakan secara konsisten UU tindak pidana korupsi.*®

Salah satu dasar petimbangan dikeluarkannya TAP MPR
tersebut karena dalam penyelenggaraan negara telah terjadi praktik-praktik
usaha yang lebih menguntungkan sekelompok tertentu, yang menyuburkan
KKN yang melibatkan pejabat negara dengan para pengusaha (swasta).
Akibatnya, perbuatan yang menyeleweng tersebut dapat merusak sendi-
sendi penyelenggaraan negara dalam berbagai aspek kehidupan nasional.*

Sebagai pengejawantahan atas TAP MPR No. XI/MPR/1998,
pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
(selanjutnya disebut dengan DPR) mengesahkan UU No. 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, serta
UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
UU No. 31 Tahun 1999 ini adalah sebagai pengganti dari UU No. 3 Tahun
1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*®

Lahirnya UU No. 28 Tahun 1999 diharapkan agar supaya KKN
dapat segera dihapuskan. Demikian pula dengan UU No. 31 Tahun 1999
dimaksudkan untuk memberikan pijakan hukum untuk mencegah dan
memberantas tindak pidana korupsi.®

Kemudian untuk lebih menjamin kepastian hukum dan

menghindari kenaekaragaman penafsiran hukum, pemerintah bersama

% Ermansjah Djaja, loc.cit.

% Eko Handoyo, op.cit., him. 101.

% Ermansjah Djaja, loc.cit.

% Chaerudin, et al. Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana
Korupsi, Bandung: Refka Aditama, 2008, Cet, 1, him. 43.
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DPR mengubah beberapa pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 dengan

menetapkan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Filosofi inilah

yang menjadi landasan dilakukannya perbuahan terhadap UU 31 Tahun

1999 dan telah melahirkan UU 20 Tahun 2001 sebagai perubahan atas UU

korupsi sebelumnya.®’

B. Ketentuan Tindak Pidana Korupsi Penggelapan dalam Pasal 8, Pasal

9, dan Pasal 10 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001

Tindak pidana korupsi terbagi ke dalam beberapa jenis. Hal ini

dapat dilihat di dalam buku yang diterbitkan oleh KPK, yang berjudul

“Memahami untuk Membasmi: Buku Saku untuk Memahami Tindak

Pidana Korupsi”. Di dalam buku saku tersebut, KPK merumuskan tindak

pidana korupsi ke dalam 30 (tiga puluh) bentuk tindak pidana korupsi.” 30

(tiga puluh) bentuk tindak pidana korupsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pasal 2;

2. Pasal 3;

3. Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b;
4. Pasal 5 ayat (2);

5. Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b;
6. Pasal 6 ayat (2);

7. Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d,;

% Eko Handoyo, op.cit., him. 104.

% Komisi Pemberantasan Korupsi, Memahami untuk Membasmi: Buku Saku untuk

Memahami Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, him. 3.

45



8. Pasal 7 ayat (2);

9. Pasal 8;

10. Pasal 9;

11. Pasal 10 huruf a, huruf b, dan huruf c;

12. Pasal 11;

13. Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g,
huruf h, dan huruf i;

14. Pasal 12 B jo. Pasal 12 C; dan

15. Pasal 13.

30 (tiga puluh) bentuk tindak pidana korupsi tersebut pada
dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) jenis, yaitu tindak pidana
korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara, suap-menyuap,
penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan
kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.”® Adapun rincian 7 (tujuh)
jenis tindak pidana korupsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kerugian keuangan negara
a. Pasal 2; dan
b. Pasal 3.
2. Suap-menyuap
a. Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b;
b. Pasal 5 ayat (2);

c. Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b;

% Catrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, Pendidikan Antikorupsi:
Kajian Teori dan Praktik, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, Cet, 1, him. 17.
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d. Pasal 6 ayat (2);
e. Pasal 11;
f. Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d; dan
g. Pasal 13.
3. Penggelapan dalam jabatan
a. Pasal 8;
b. Pasal 9;
c. Pasal 10 huruf a, huruf b, dan huruf c.
4. Pemerasan
Yaitu terdapat dalam Pasal 12 huruf e, huruf f, huruf g.
5. Perbuatan curang
a. Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d;
b. Pasal 7 ayat (2); dan
c. Pasal 12 huruf h.
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
Yaitu terdapat dalam Pasal 12 huruf i.
7. Gratifikasi
Yaitu terdapat dalam pasal 12 B jo. Pasal 12 C.**
Dengan demikian, menurut KPK terdapat 7 (tujuh) jenis tindak

pidana korupsi di Indonesia. Ketujuh jenis tindak pidana tersebut

199 Firman Wijaya, Delik Penyalahgunaan Jabatan dan Suap dalam Praktek, Jakarta:
Penaku, 2011, Cet, 1, him. 43-44.
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bersumber dari UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.'%*
1. Konstruksi pasal dan unsur-unsur tindak pidana korupsi
penggelapan
Tindak pidana korupsi penggelapan yang diatur di dalam
Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20
Tahun 2001, sebenarnya adalah bersumber dari pasal di dalam KUHP.
Pasal 8 semula adalah Pasal 415 KUHP, Pasal 9 semula adalah Pasal
416 KUHP, dan Pasal 10 semula adalah Pasal 417 KUHP.'%
a. Pasal 8
Pasal 8 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun
2001, berbunyi sebagai berikut:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)
tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana
denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima
puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp
750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah),
pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang
ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara
terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan
sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang
disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang
atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan
olenh orang lain, atau membantu dalam melakukan
perbuatan tersebut.'%

Adapun mengenai penjelasan Pasal 8 adalah sebagai

berikut:

191 Ermansjah Djaja, op.cit., him. 55.

19 Ipid., him. 126-130.

103 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
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1) Yang dimaksud dengan unsur “pegawai negeri” dalam Pasal 8
adalah sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 2 UU No. 31
Tahun 1999 yang menentukan sebagai berikut:

a) pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang tentang Kepegawaian;

b) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP;

c) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara
atau daerah;

d) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi
yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
atau

e) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain
yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau
masyarakat.'%

Dalam Pasal 6 UU No. 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut dengan ASN)

yang mencabut dan menggantikan UU No. 8 Tahun 1974

jo. UU No. 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian

ditentukan bahwa ASN terdiri dari:

(1) Pegawai Negeri Sipil, yaitu warga negara Indonesia

yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai

104 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.
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pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina

kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
(2) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Yyaitu

warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,

yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk

jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan

tugas pemerintahan.'®

Adapun yang dimaksud pegawai negeri dalam

KUHP adalah sebagaimana ketentuan Pasal 92 KUHP yang
menentukan sebagai berikut:

(1) Yang disebut pejabat, termasuk juga orang-orang yang
dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan
aturan-aturan umum, begitu juga orang-orang Yyang
bukan karena pemilihan, menjadi anggota badan
pembentuk undang-undang, badan pemerintahan, atau
badan perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh
pemerintah atau atas nama pemerintah; begitu juga
semua anggota dewan pengairan, dan semua kepala
rakyat Indonesia asli dan kepala golongan Timur Asing,
yang menjalankan kekuasaan yang sah.

(2) Yang disebut pejabat dan hakim termasuk juga hakim
wasit; yang disebut hakim termasuk juga orang-orang
yang menjalankan peradilan administratif, serta ketua-
ketua dan anggota-anggota pengadilan agama.

(3) Semua anggota Angkatan Perang juga dianggap sebagai
pejabat.'®

Yang dimaksud dengan keuangan negara atau

keuangan daerah dalam Pasal 1 angka 2 huruf ¢ berkaitan
dengan pembayaran gaji atau upah yang harus diberikan

kepada si penerima yang kemudian menjadi tersangka atau

195 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
196 Tim Redaksi, KUHP dan KUHAP, Yogyakarta: Certe Posse, 2014, Cet, 1, him.
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terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi. Maka apa
yang dimaksud dengan keuangan negara atau keuangan
daerah tersebut berkaitan dengan asal dana dari mana gaji
atau upah dibayarkan.*®”’
Selanjutnya yang dimaksud korporasi adalah
sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 31 Tahun
1999 yang menyatakan bahwa korporasi adalah kumpulan
orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik berbadan
hukum maupun bukan badan hukum.*®®
2) Yang dimaksud dengan unsur “orang selain pegawai negeri”
dalam Pasal 8 adalah orang yang secara insidentil diberi tugas
menjalankan pekerjaan yang bersifat umum hanya untuk suatu
keperluan tertentu, setelah keperluan itu selesai maka selesai
pula pekerjaan yang bersifat umum tersebut.'*
3) Adapun yang dimaksud dengan unsur “menjalankan tugas
jabatan umum” dalam Pasal 8 adalah segala tugas yantg berisi
segala pekerjaan yang berhubungan dengan kepentingan umum

(tugas jabatan) dan pekerjaan yang demikian itu adalah

pekerjaan yang dijalankan oleh pagawai negeri.**°

97 'R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, Cet, 2, him. 24.

108 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.

109 Adami Chazawi, op.cit., him. 119.

"0 Ibid.

51



4) Kemudian mengenai kata “menggelapkan”, harus diperhatikan
terlebih dahulu bahwa “menggelapkan” itu berbeda dengan
kata “penggelapan”. ‘“Penggelapan” merupakan kualifikasi
tindak pidana, sedangkan “menggelapkan” bukan merupakan
kualifikasi tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal
8, tetapi merupakan salah satu unsurnya.***

Apabila ditinjau dari sudut sejarah pembuatan Pasal
415 KUHP, yang dimaksud dengan unsur “menggelapkan”
dalam Pasal 8 adalah membuat sesuatu barang tidak dapat
dipakai sesuai dengan kegunaannya. Sebagai contoh Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya disebut
dengan MA) mengenai perkara “menggelapkan” sebagaimana
dimaksud Pasal 415 KUHP, yaitu putusan MA tanggal 21
Maret 1957 Nomor 73 K/Kr/1956 yang menyatakan bahwa
dipergunakannya sejumlah uang oleh seseorang pegawai negeri
untuk pos lain dari yang telah ditentukan, merupakan kejahatan
penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415
KUHP.M?

5) Yang dimaksud dengan unsur “mengambil” dalam Pasal 8
adalah suatu tingkah laku yang dilakukan dengan gerekan otot
yang disengaja dan umumnya menggunakan tangan yang

diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya,

11 R Wiyono, op.cit., him. 69.
"2 Ibid., him. 68-69.
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dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ke

dalam kekuasannya. Dari keterangan ini, maka syarat-syarat

perbuatan mengambil itu adalah:

a) Benda objek perbuatan semula harus tidak ada dalam
kekuasaan si pembuat;

b) Dilakukan dengan perbuatan aktif, artinya harus ada
gerakan tertentu dari tubuh atau bagian dari tubuh yang
ditujukan pada suatu benda, sehingga perbuatan mengambil
tidak mungkin dilakukan dengan perbuatan pasif;

c) Objek benda harus beralih ke dalam kekuasaan si
pembuat.*

6) Yang dimaksud dengan unsur “membiarkan uang atau surat
berharga diambil atau digelapkan oleh orang lain” dalam Pasal
8 adalah memberi kesempatan atau peluang agar uang atau
surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain.
Tegasnya, memberikan kesempatan atau peluang kepada orang
lain, untuk mengambil atau menggelapkan uang atau surat
berharga yang disimpan karena jabatannya oleh pegawai negeri
atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan
suatu jabatan umum.***

7) Yang dimaksud unsur “membantu” dalam Pasal 8 adalah

bertindak sebagai pembantu sebagaimana dimaksud dalam

113 Adami Chazawi, op.cit., him. 125,
14 R, Wiyono, op.cit., him. 70.
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Pasal 56 KUHP. Dengan demikian, yang dimaksud oleh unsur

ini adalah sebagai berikut:

a)

b)

Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang
ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-
menerus atau sementara waktu memberikan bantuan pada
waktu orang lain mengambil atau menggelapakan uang atau
surat berharga yang disimpan oleh pegawai negeri atau
orang selain pegawai negeri karena jabatannya.

Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang
ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-
menerus atau sementara waktu memberi kesempatan,
sarana atau keterangan kepada orang lain untuk mengambil
atau menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan
oleh pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri
karena jabtannya.'*®

Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam

rumusan Pasal 8 adalah sebagai berikut:

1) Unsur objektif

a)

Pembuat

(1) Pegawai negeri;

15 1hid., him. 71.
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(2) Orang selain pegawai negeri yang ditugaskan
menjalankan jabatan umum secara terus menerus atau
sementara waktu.

b) Perbuatan

(1) Menggelapkan;

(2) Membiarkan orang lain mengambil atau menggelapkan;

(3) Membantu dalam melakukan perbuatan itu.

c) Objek

(1) Uang atau surat berharga;

(2) Yang disimpan karena jabatannya.

2) Unsur subjektif
Yaitu dilakukan dengan sengaja.**®

Dengan demikian, dalam rumusan Pasal 8 UU No. 31

Tahun 1999 terdapat 3 (tiga) jenis tindak pidana korupsi, yaitu:

1) Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri
atau orang selain pegawai negeri yang bertugas menjalankan
suatu jabatan umum secara terus-menerus atau sementara
waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga
yang disimpan karena jabatannya.

2) Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri
atau orang selain pegawai negeri yang bertugas menjalankan

suatu jabatan umum secara terus-menerus atau sementara

116 Catrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, op.cit., him. 27.
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waktu dengan sengaja membiarkan uang atau surat berharga
yang disimpan karena kabatannya, diambil atau digelapkan
oleh orang lain.

3) Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri
atau orang selain pegawai negeri yang bertugas menjalankan
suatu jabatan umum secara terus-menerus atau Sementara
waktu dengan sengaja membantu orang lain mengambil atau
menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena
jabatannya.'*’

b. Pasal 9
Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun

2001, berbunyi sebagai berikut:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)
tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda
paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua
ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang
selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan
suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk
sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku
atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan
administrasi.*®

Adapun mengenai penjelasan Pasal 9 adalah sebagai

berikut:

1) Yang dimaksud dengan unsur “memalsu” adalah membuat

palsu, yaitu membuat palsu baik keseluruhan isi dari buku-

Y7 Ermansjah Djaja, op.cit., him. 127.
18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
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buku atau register-register maupun tanda tangan yang tertera

pada buku-buku atau register-register tersebut.**®

2) Yang dimaksud dengan ‘“buku” adalah lembaran-lembaran
kertas yang dijilid secara rapi, baik yang di atas kertas-kertas
yang dijilidkan itu ada tulisannya atau tidak. Sedangkan yang
dimaksud dengan “daftar” adalah lembaran-lembaran kertas
yang tidak dijilidkan seperti buku, di atas kertas kertas tersebut
terdapat tulisan mengenai sesuatu, misalnya angka-angka atau
nama-nama tertentu yang disusun berderet secara rapi, dibuat
sejajar ke bawah secara berurutan, dapat dibuat kolom atau
garis pemisah sehingga orang dapat membacanya dengan
mudah dan mengetahui isi dan maksudnya.'?

3) Kata “khusus ” dalam Pasal 9 ini asalnya dari kata uitsluited
dalam rumusan Pasal 416 KUHP. Untuk mengetahui apa yang
dimaksud dengan kata “khusus untuk” harus melihat maksud
awal pembentuk UU. Menurut P.A.F. Lamintang, pembuat UU
sengaja telah memilih kata uitsluited dalam rumusan Pasal 416
dengan maksud untuk mencegah agar ketentuan pidana yang
diatur dalam Pasal 416 KUHP itu jangan sampai dipandang

sebagai suatu lex specialis dari ketentuan pidana yang diatur

dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, yaitu buku-buku atau daftar-

9 p AF. Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan-
kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi, Bandung: Pionir Jaya, 1991, Cet, 1,
him. 81.

120 Adami Chazawi, op.cit., him. 139.
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daftar seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 416 KUHP itu di
samping diperuntukan melakukan pengawasan terhadap
administrasi  juga diperuntukkan sebagai bukti. Dengan
demikian, buku-buku atau daftar-daftar tersebut adalah buku-
buku atau daftar-daftar yang terutama atau yang dapat pula
digunakan untuk keperluan yang bukan keperluan pemeriksaan
administrasi.'?!
Adapun mengenai unsur-unsur yang terdapat di dalam
pasal 9 adalah:
1) Unsur objektif
a) Pembuat

(1) Pegawai negeri;

(2) Orang selain pegawai negeri yang ditugaskan
menjalankan jabatan umum secara terus menerus atau
sementara waktu.

b) Perbuatan
Perbuatan yang dilakukan adalah memalsu.
c) Objek

Yaitu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk

pemeriksaan administrasi.

2) Unsur subjektif

121 R, Wiyono, op.cit., him. 77.

58



Yaitu dilakukan dengan sengaja.*??
c. Pasal 10
Pasal 10 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun
2001, berbunyi sebagai berikut:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua)
tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda
paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima
puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain
pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu
jabatan umum secara terus menerus atau untuk
sementara waktu, dengan sengaja:

a. Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau
membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat,
atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau
membuktikan di muka pejabat yang berwenang,
yang dikuasai karena jabatannya; atau

b. Membiarkan orang lain menghilangkan,
menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak
dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar
tersebut; atau

c. Membantu orang lain menghilangkan,
menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak
dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar
tersebut.®

Adapun mengenai penjelasan Pasal 10 adalah sebagai

berikut:

1) Yang dimaksud dengan kata “menggelapkan” dalam Pasal 10
huruf a yang diambil dari Pasal 417 KUHP ini memiliki
pengertian yang sama dengan kata “menggelapkan” dalam
Pasal 8 yang diambil dari Pasal 415 KUHP, sebagaimana yang

telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 8 di atas. Di samping

122 Adami Chazawi, op.cit., him. 137.
12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
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2)

itu perlu dikemukakan putusan Hoge Raad tanggal 13 Januari

1941 yang menyatakan bahwa unsur “menggelapkan” dalam

Pasal 417 KUHP mempunyai pengertian bahwa perbuatan

menghilangkan tanpa menguasai bagi dirinya sendiri termasuk

dalam pengertian menggelapkan seperti yang dimaksud dalam

Pasal 417 KUHP."**

Yang  dimaksud dengan  unsur  “menghancurkan”,

“merusakkan”, dan “membuat tidak dapat dipakai” dalam Pasal

10 huruf a adalah sebagai berikut:

a) Dikatakan menghancurkan, apabila barang, akta, surat atau
daftar dibuat sedemikian rupa, sehingga barang, akta, surat
atau daftar tersebut menjadi hancur, yakni tidak dapat
dikembalikan atau diperbaiki lagi dengan cara apapun, baik
dari segi bentuk atau fungsinya.'?

b) Dikatakan merusakkan, apabila ada bagian dari barang,
akta, surat atau daftar yang dibuat sedemikian rupa,
sehingga pada bagian dari barang, akta, surat atau daftar
tersebut menjadi rusak, namun masih dapat diperbaiki lagi

dan masih dapat dipergunakan.*?®

124 R, Wiyono, op.cit., him. 80-81.
125 Adami Chazawi, op.cit., him. 146.

126 1hid.
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3)

4)

5)

6)

7)

c) Dikatakan membuat tidak dapat dipakai, apabila barang,
akta, surat atau daftar yang dibuat sedemikian rupa,
sehingga tidak dapat dipakai sesuai dengan kegunaannya.*?’

Yang dimaksud dengan unsur “pejabat yang berwenang” dalam

Pasal 10 huruf a adalah pejabat baik di lingkungan legislatif,

eksekutif, maupun yudikatif.*®

Yang dimaksud dengan unsur “membiarkan” dalam Pasal 10

huruf b adalah sama dengan unsur “membiarkan” dalam Pasal

8 sebagaimana yang telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 8

di atas.*®

Yang dimaksud dengan unsur “membantu” dalam Pasal 10

huruf b adalah sama dengan unsur “membantu” dalam Pasal 8

sebagaimana yang telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 8 di

atas. ™

Yang dimaksud dengan unsur “menghilangkan” dalam Pasal 10

huruf b dan huruf ¢ adalah apabila barang, akta, surat atau

daftar dibuat sedemikian rupa, sehingga barang, akta, surat atau
daftar tersebut sudah tidak ada lagi.***

Yang dimaksud dengan unsur “barang” dalam Pasal 10 adalah

barang berwujud, dan karena akta, surat atau daftar sebenarnya

juga merupakan barang, maka yang dimaksud barang dalam

27 R, Wiyono, op.cit., him. 81.
128 bid., him. 83.

129 1bid., him. 81.

130 1hid.

131 1bid.
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Pasal 10 adalah barang selain dari akta, surat atau daftar,
misalnya buku-buku atau salinan yang sah dari akta, surat atau
daftar.'%

8) Yang dimaksud dengan unsur “akta” dalam Pasal 10 adalah
suatu surat tanda bukti yang berisi pernyataan (keterangan,
pengakuan, atau keputusan) tentang peristiwa hukum yang
dibuat oleh dan di hadapan pejabat resmi.**

9) Yang dimaksud dengan unsur “surat” dalam Pasal 10 adalah
pembawa tanda tangan bacaan Yyang berarti, Yyang
menerjemahkan isi suatu pikiran.**

10) Yang dimaksud unsur “daftar” dalam Pasal 10 adalah susunan
kata atau kalimat dan termasuk angka yang berderet secara rapi
dari atas ke bawah, baik dengan kolom-kolom maupun tanpa
kolom-kolom.*®

Unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan Pasal 10
huruf a adalah sebagai berikut:

1) Unsur objektif
a) Pembuat

(1) Pegawa negeri;

2 Ibid., him. 82.

133 Adami Chazawi, op.cit., him. 149.
134 R. Wiyono, loc.cit.

135 Adami Chazawi, loc.cit.
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b)

c)

(2) Orang selain pegawai negeri yang diberi

tugas

menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus

atau sementara waktu.

Perbuatan

(1) Menggelapakan;

(2) Menghancurkan;

(3) Merusakkan;

(4) Membuat tidak dapat dipakai.

Objek

(1) Barang;

(2) Akta;

(3) Surat;

(4) Daftar yang digunakan untuk meyakinkan
membuktikan di muka pejabat yang berwenang;

(5) Yang dikuasai karena jabatan.

2) Unsur subjektif

Yaitu dilakukan dengan sengaja.**

atau

Unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan Pasal 10

huruf b adalah sebagai berikut:

1) Unsur objektif

a)

Pembuat

(1) Pegawa negeri;

1% 1hid., him. 143-144.
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(2) Orang selain pegawai negeri yang diberi tugas
menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus
atau sementara waktu.

b) Perbuatan

(1) Membiarkan orang lain menghilangkan;

(2) Membiarkan orang lain menghancurkan;

(3) Membiarkan orang lain merusakkan;

(4) Membiarkan orang lain membuat tidak dapat dipakai.

c) Objek

(1) Barang;

(2) Akta;

(3) Surat;

(4) Daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau
membuktikan di muka pejabat yang berwenang;

(5) Yang dikuasai karena jabatan.

2) Unsur subjektif
Yaitu dilakukan dengan sengaja.™*’
Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan
Pasal 10 huruf c adalah sebagai berikut:
1) Unsur objektif
a) Pembuat

(1) Pegawa negeri;

137 1bid., him. 144-145.
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(2) Orang selain pegawai negeri yang diberi tugas
menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus
atau sementara waktu.

b) Perbuatan

(1) Membantu orang lain menghilangkan;

(2) Membantu orang lain menghancurkan;

(3) Membantu orang lain merusakkan;

(4) Membantu orang lain membuat tidak dapat dipakai.

c) Objek

(1) Barang;

(2) Akta;

(3) Surat;

(4) Daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau
membuktikan di muka pejabat yang berwenang;

(5) Yang dikuasai karena jabatan.

2) Unsur subjektif
Yaitu dilakukan dengan sengaja.**®
2. Sanksi tindak pidana korupsi penggelapan
a. Sanksi tindak pidana korupsi penggelapan terhadap uang atau surat
berharga dalam Pasal 8 jo. Pasal 12A ayat (1) dan ayat (2)
1) Apabila tindak pidana korupsi yang nilainya lebih dari

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah):

138 Catrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, op.cit., him. 29.
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a) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling
lama 15 (lima belas) tahun; dan
b) Pidana denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus
lima puluh juta rupiah) dan paling banyak
Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
2) Apabila tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah):
a) Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun; dan
b) Pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh
juta rupiah).**®
b. Sanksi tindak pidana korupsi penggelapan terhadap buku-buku
atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi
dalam Pasal 9 jo. Pasal 12A ayat (1) dan ayat (2)
1) Apabila tindak pidana korupsi yang nilainya lebih dari
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah):
a) Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling
lama 5 (lima) tahun; dan
b) Pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh
juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua
ratus lima puluh juta rupiah).
2) Apabila tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah):

139 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
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a) Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun; dan
b) Pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh
juta rupiah).**°
c. Sanksi tindak pidana korupsi penggelapan terhadap barang, akta,
surat atau daftar dalam Pasal 10 jo. Pasal 12A ayat (1) dan ayat (2)
1) Apabila tindak pidana korupsi yang nilainya lebih dari
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah):
a) Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama
7 (tujuh) tahun; dan
b) Pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah) dan paling banyak Rp350.000.000,00 (tiga ratus
lima puluh juta rupiah).
2) Apabila tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah):
a) Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun; dan
b) Pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh

juta rupiah).**

140 1hid.
%1 1bid.
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BAB IV
ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KETENTUAN
TINDAK PIDANA KORUPSI PENGGELAPAN DALAM PASAL 8,
PASAL 9, DAN PASAL 10 UU NO. 31 TAHUN 1999 JO. UU NO. 20
TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA

KORUPSI

. Analisis Terhadap Konstruksi Pasal dan Unsur-unsur Tindak Pidana
Korupsi Penggelapan

Di dalam hukum positif, apa yang disebut dengan tindak pidana
korupsi adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan tindak pidana
yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana korupsi
dalam UU tersebut memiliki beberapa jenis sebagaimana yang telah
penulis jelaskan pada bagian Bab Ill, yang salah satu di antaranya adalah
tindak pidana korupsi penggelapan.

Sehubungan dengan tindak pidana korupsi penggelapan,
sebagaimana yang telah penulis jelaskan dalam pembahasan Bab IllI,
bahwa tindak pidana korupsi penggelapan terdapat dalam 3 (tiga) pasal,
yaitu Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 huruf a, huruf b, dan huruf c. Adapun
bunyi masing-masing Pasal adalah sebagai berikut:

Pasal 8
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun

dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling
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sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan
paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta
rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang
ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus
menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja
menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena
jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut
diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam
melakukan perbuatan tersebut.
Pasal 9

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun
dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit
Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak
Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai
negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas
menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau
untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku
atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.
Pasal 10

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun
dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit
Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp
350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai
negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas
menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau
untuk sementara waktu, dengan sengaja:

a. Menggelapkan,  menghancurkan,  merusakkan, atau
membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar
yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di
muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena
jabatannya; atau

b. Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan,
merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang,
akta, surat, atau daftar tersebut; atau

c. Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan,
merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang,
akta, surat, atau daftar tersebut.'*?

142 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
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Dari ketentuan Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 huruf a, huruf b,

dan huruf c, mengindikasikan bahwa tindak pidana korupsi penggelapan

dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 terdiri dari:

1.

2.

Menggelapkan uang atau surat berharga (Pasal 8).

Membiarkan uang atau surat berharga yang disimpan karena
jabatannya, diambil atau digelapkan oleh orang lain (Pasal 8)
Membantu orang lain mengambil atau menggelapkan uang atau surat
berharga yang disimpan karena jabatannya (Pasal 8).

Memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan
administrasi (Pasal 9).

Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak
dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar (Pasal 10 huruf a).
Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan,
atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar (Pasal
10 huruf b).

Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan,
atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar (Pasal
10 huruf a).

Sehubungan dengan tindak pidana korupsi penggelapan dalam

ketentuan Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 huruf a, huruf b, dan huruf c di

atas, apabila ditinjau dari sudut pandang hukum pidana Islam, penulis

memiliki beberapa pandangan sebagai berikut:
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Pertama, tindak pidana korupsi penggelapan dalam hukum
pidana Islam disebut dengan ghulul, baik penggelapan terhadap harta
rampasan perang, pejabat yang menerima hadiah, harta negara, harta
bersama dalam kerjasama bisnis, ataupun penggelapan terhadap harta
baitul mal.**® Jadi, penggelapan oleh pejabat, misalnya penggelapan
terhadap harta negara, atapun penggelapan oleh orang biasa, misalnya
penggelapan terhadap harta kerjasama bisinis, keduanya disebut dengan
tindakan ghulul.

Dalam sudut pandang hukum positif, tindak pidana korupsi
penggelapan itu dilakukan oleh seorang pegawai negeri (pejabat negara)
atau seseorang Yyang diberi tugas menjalankan jabatan umum baik
sementara waktu atau terus menerus. Jadi, tindak pidana korupsi
penggelapan dalam hukum positif, pelakunya selalu berkaitan dengan
kekuasaan negera, dan hal ini menjadi kualifikasi daripada pelaku korupsi
itu sendiri. Oleh karena demikian, dalam hukum positif, dibedakan antara
tindak pidana korupsi penggelapan (dilakukan oleh pegawai negeri atau
seseorang yang menjalankan jabatan umum sebagaimana ketentuan dalam
Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20
Tahun 2001) dengan tindak pidana penggelapan misalnya Pasal 372
KUHP (dilakukan oleh orang biasa sebagaimana ketentuan dalam KUHP).

Sehubungan dengan penggelapan, maka harus dibedakan antara

tindak pidana penggelapan dengan tindak pidana korupsi penggelapan.

3 Muhammad Nurul Irfan, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: dalam Perspektif
Figh Jinayah, op.cit., him. 97.
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Sebab, kedua tindak pidana tersebut memiliki karakteristik tersendiri dan
mengacu pada sumber peraturan perundang-undangan yang berbeda
sebagaimana yang telah penulis jelaskan di atas.

Kedua, dalam UU pemberantasan tindak pidana korupsi, tindak
pidana Membiarkan orang lain menggelapkan uang atau surat berharga
(Pasal 8), Mambantu orang lain mengambil atau menggelapkan uang atau
surat berharga (Pasal 8), Memalsu buku-buku atau daftar-daftar (Pasal 9),
Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan,
atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar (Pasal 10
huruf b), Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan,
merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau
daftar (Pasal 10 huruf a) adalah bagian dari tindak pidana korupsi
penggelapan. Namun dari sudut pandang hukum pidana Islam, tindak
pidana tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai ghulul. Meskipun
diketahui bahwa pelakunya adalah pegawai negeri atau orang yang
menjalankan jabatan umum. Sebab, kualifikasi perbuatan pidananya
berbeda dengan unsur perbuatan ghulul.

Ghulul adalah menggelapkan harta yang berada dalam
kekuasaannya. Dengan demikian, jelas bahwa unsur perbuatan ghulul
adalah perbuatan menggelapkan, bukan perbuatan membiarkan atau
membantu orang lain menggelapkan, membiarkan atau membantu orang
lain menghilangkan, apalagi memalsu. Sebab, apabila perbuatan memalsu,

membiarkan atau membantu orang lain menghilangkan, membiarkan atau
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membantu orang lain menggelapkan dikategorikan sebagai ghulul, maka
akan dengan sendirinya timbul problem, karena unsur-unsur perbuatan
pidananya tidak memenuhi unsur perbuatan ghulul. Manifestasi ghulul
bisa kita lihat dalam berbagai peristiwa, misalnya hadis tentang kasus
penggelapan mantel atau tali sepatu oleh seorang budak yang bernama
Mid’am.*** Mid’am atau Kirkirah adalah seorang budak yang dihadiahkan
untuk Rasulullah SAW. Kemudian, Rasulullah mengutusnya untuk
membawakan sejumlah harta ghanimah atau hasil rampasan perang.
Dalam sebuah perjalanan, tepatnya di Wadil Qura, tiba-tiba Mid’am atau
Kirkirah seorang budak itu terkena bidikan nyasar, salah tembak, sebuah
anak panah menusuk lehernya sehingga dia tewas. Para sahabat kaget, dan
mereka serentak mendoakan sang budak tersebut semoga masuk surga. Di
luar dugaan, Rasulullah SAW. tiba-tiba bersabda bahwa dia tidak akan
masuk surga.**> Hadis tersebut berbunyi sebagai berikut:
J aaliall Lgmal al alliall (o i a g WAAT A0 LGN &) oay oudi sy JS
U alug ale ) ea ) Jgmay () CSI ot gf )y Ja) sla ) gracs Lall | U Ae
NETIERY) o\JJ)JUC}AQ\SU&J@J]JH@&U&MJ@Q A a Y J gy
'Tidak demi Allah, yang diriku berada di tangan-Nya,
sesungguhnya mantel yang diambilnya pada waktu penaklukan
Khaibar dari rampasan perang yang belum dibagi akan
menyulut api neraka yang akan membakarnya. Ketika orang-
orang mendengar pernyataan Rasulullah itu ada seorang lelaki
datang kepada Rasulullah SAW. membawa seutas tali sepatu
atau dua utas tali sepatu. Ketika itu, Nabi SAW. mengatakan:
seutas tali sepatu sekalipun akan menjadi api neraka'. (HR.
Abu Dawud).

Di samping itu, kasus penggelapan yang lain juga bisa dilihat

dari sebuah kisah seorang yang menggelapkan perhiasan seharga 2 (dua)

144 Muhammad Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, op.cit., him. 82.
145 Marzuki Wahid dan Hifdzil Alim (eds), op.cit., him. 89.
146 H

Ibid.
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dirham. Hal ini dijelaskan dalam hadits riwayat Abu Dawud yang
berbunyi sebagai berikut:

A e ) I 1 13 15 83 i gy B Ay Al A (s G sl 1 Y2, G
Jies (B 08 alalia () JUB M (Wl 0 52 g & 3 aSalia o | gla U8 alug 4le
L3 3 (5 g ¥ 5 SA (e 15 A Lida gh dslia LGS oy
Ada seorang sahabat Nabi yang meninggal dunia pada waktu
terjadi peristiwa penaklukan Khaibar. Hal ini dibicarakan oleh
mereka hingga sampai didengar Rasulullah SAW. Beliau
bersabda: ‘“Shalatkanlah saudara kalian ini.” Pada saat itu
raut muka orang-orang berubah (karena keheranan dengan
perintah Nabi ini). Rasulullah SAW. mengatakan, “Sungguh
saudara kalian ini menggelapkan harta rampasan perang di
jalan Allah.” Ketika itu, kami langsung memeriksa harta
bawaannya dan ternyata kami menemukan kharazan
(perhiasan/manik-manik atau permata orang Yahudi yang

harganya tidak mencapai dua dirham. (HR. Abu Dawud).**’

Perintah Nabi SAW. dalam hadis di atas (shalatkanlah saudara
kalian ini) memberikan isyarat bahwa Nabi tidak berkenan menyalati
jenazah seorang koruptor.**® Dalam hal ini Imam an-Nawawi berkata
sebagaimana terdapat dalam kumpulan karangan yang diedit oleh Marzuki
Wahid dan Hifdzil Alim sebagai berikut:

152 el o sl ¥ Jadll Jad G,

’...Dan orang baik seyogyanya tidak perlu ikut menyalati orang

yang fasik agar menjadi pelajaran dan mencegah bagi yang

lain agar tidak meniru menjadi fasik’. 149

Selanjutnya, penulis berpendapat bahwa tindak pidana

membiarkan atau membantu orang lain menggelapkan uang atau surat

berharga (Pasal 8), Memalsu buku-buku atau daftar (Pasal 9), Membiarkan

147 1bid., him. 90.
148 1bid.
%9 1bid., him. 91.
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orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat
tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar (Pasal 10 huruf b),
Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau
membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar (Pasal 10
huruf a) lebih tepat disebut dengan jarimah khianat daripada jarimah
ghulul, riswah, ghasab, sarigah, hirabah, al-maks, al-ikhtilas, ataupun al-
ihtihab. Hal ini karena unsur-unsur jarimah khianat sangat sesuai dengan
unsur-unsur tindak pidana dalam pasal-pasal tersebut.

Sebagaimana yang dikatakan oleh al-Raghib al-1sfahani, bahwa
khianat adalah sikap tidak memenuhi janji atau amanah yang dipercayakan
padanya.™®™® Dengan demikian, perbuatan membiarkan atau membantu
orang lain menggelapkan, membiarkan atau membantu orang lain
menghilangkan, dan memalsu merupakan suatu bentuk perbuatan yang
bertentangan dengan kewajiban dan melanggar amanah yang dipercayakan
padanya, sehingga merupakan bentuk pengkhianatan.

Ketiga, dalam hukum pidana Islam, ghulul juga meliputi
pemberian hadiah kepada pejabat negara. Hal ini didasarkan pada hadis
yang berbunyi sebagai berikut:

(2ead ol 55) Jsle Jlaad) Llaa Q6 ol g agde ) s i) Jpms )y O 2oLl ased i 0

150 Abdul Azis Dahlan (ed.), op.cit., him. 913.
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“Dari Abu Humaid as-Sa’idi, sesungguhnya Rasulullah

SAW. bersabda, bahwa pemberian kepada pejabat adalah

ghulul (penggelapan/korupsi)”. (HR. Ahmaaf).l‘r’1

Adapun dalam UU pemberantasan tindak pidana korupsi,
pemberian hadiah kepada pejabat negara, bukanlah termasuk tindak pidana
korupsi penggelapan, melainkan tindak pidana korupsi gratifikasi
sebagaimana ketentuan Pasal 12 B jo. Pasal 12 C, yang berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 12 B

(1) Setiap gratifikasi  kepada pegawai negeri atau
penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila
berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan
dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan
merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh
juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap
dilakukan oleh penuntut umum.

(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana
penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4
(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan
pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus
juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah).

Pasal 12 C

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat
(1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi
yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.

(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat

51 Marzuki Wahid dan Hifdzil Alim (eds), op.cit., him. 79.

77



30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi
tersebut diterima.

(3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam
waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal
menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat
menjadi milik penerima atau milik negara.

(4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status
gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur
dalam Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.**?

Sehubungan dengan gratifikasi dalam UU pemberantasan
tindak pidana korupsi, ada hal yang menarik dari ketentuan gratifikasi
dalam Pasal 12 B jo. Pasal 12 C di atas. Ketentuan tentang gratifikasi
memiliki dua kemungkinan, yaitu adakalanya gratifikasi merupakan tindak
pidana korupsi, dan gratifikasi yang bukan merupakan tindak pidana
korupsi. Gratifikasi merupakan tindak pidana korupsi apabila si penerima
gratifikasi tidak melaporkan kepada KPK, dan sebaliknya gratifikasi bukan
merupakan tindak pidana korupsi apabila si penerima gratifikasi
melaporkan kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung
sejak gratifikasi itu diterima.

Dalam sudut pandang hukum pidana Islam, perbuatan pejabat
yang menerima gratifikasi merupakan perbuatan yang tidak dapat
dibenarkan, karena gratifikasi merupakan jarimah ghulul yang
larangannya bersifat mutlak, meskipun dilaporkan terhadap pihak yang

berwenang. Hal ini dapat dilihat dari sebuah peristiwa tentang hadiah

untuk petugas pemungut zakat di ditrik Bani Sulaim, yaitu Abdullah bin

152 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
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al-Lutbiyyah. Kemudian Abdullah bin al-Lutbiyyah melaporkan hadiah
yang diterimanya itu kepada Rasulullah dengan berkata “ini adalah hasil
pungutan zakat untukmu (Rasulullah) dan yang ini hadiahkan untuk saya”.
Namun Rasulullah tidak membenarkan perbuatan Abdullah bin al-
Lutbiyyah tersebut.

‘_MMUJG JJY‘&)AJ?SMJ@A»\W“\‘LWJM‘JQ ‘5.:9\“3\4.\»@\&

w\uimm\ oy LB 4an 138 9 aSila 132 S dula ;uu&smm u“u" e (A
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Dari Abi Humaid as-Sa’idi (diriwayatkan bahwa) ia berkata:

Rasulullah SAW. mengangkat seorang lelaki dari suku al-Azd

bernama Ibn al-Lutbiyyah untuk menjadi pejabat pemungut

zakat di Bani Sulaim. Ketika ia datang (menghadap Nabi SAW.

untuk melaporkan hasil pemungutan zakat) beliau

memeriksanya. la berkata: “Ini harta zakatmu (Nabi/negara),

dan yang ini adalah hadiah (yang diberikan kepadaku).” Lalu

Rasulullah SAW. bersabda, ‘jika engkau memang benar, maka

apakah kalau engkau duduk di rumah ayahmu atau di rumah

ibumu hadiah itu datang kepadamu?” Kemudian Nabi SAW.

berpidato mengucapkan tahmid dan memuji Allah, lalu

berkata:  “Selanjutnya saya mengangkat seseorang di

antaramu untuk melakukan tugas yang menjadi bagian dari

apa yang telah dibebankan Allah kepadaku. Lalu, orang

tersebut datang dan berkata: “ini hartamu (Rasulullah/

Negara) dan ini adalah hadiah yang diberikan kepadaku.” Jika

ia memang benar, maka apakah kalau ia duduk saja di rumah

ayah dan ibunya hadiah itu juga datang kepadanya? Demi

Allah begitu seseorang mengambil sesuatu dari hadiah tanpa

hak, maka nanti di hari kiamat ia akan menemui Allah dengan

membawa hadiah (yang diambilnya itu), lalu saya akan

mengenali seseorang dari kamu ketika menemui Allah itu ia

memikul di atas pundaknya unta (yang dulu diambilnya)

melengkik atau sapi melenguh atau kambing mengembik...(HR.
al-Bukhari dan Muslim dan teks dari Muslim).**?

153 Marzuki Wahid dan Hifdzil Alim (eds), op.cit., him. 91-92.
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Tampaknya Ibn al-Lutbiyyah tidak mengira bahwa perbuatan
menerima hadiah itu akan dipersalahkan oleh Rasulullah SAW. Dalam
kasus ini, Rasulullah berpikir cerdas dan sangat prospektif dengan
memberi “wanti-wanti” penting kepada calon pejabat negara pada saat itu.
Sebab, apabila seorang pejabat negara diperbolehkan menerima hadiah
dan pemberian-pemberian seperti ini, pasti akan merajalela kasus hadiah
yang sangat mirip dengan riswah. Adapun hadiah atau sedekah yang
diberikan kepada orang lain yang bukan pejabat negara melainkan kepada
teman atau saudara yang bukan merupakan pejabat negara lebih-lebih jika
termasuk kelompok du’afa, maka hadiah dan pemberian seperti ini dapat
dinilai sebagai tindakan terpuji yang sangat baik dan bahkan dianjurkan
agama.™* Dalam hal ini an-Nawawi berkata sebagaimana terdapat dalam
kumpulan karangan yang diedit oleh Marzuki Wahid dan Hifdzil Alim
sebagai berikut:

b US3 13gly Ailalg 4ided (A A U5l g alua Jlaall Ll G oy duasd 1aa B
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‘Dalam hadits ini terdapat keterangan yang menyatakan,
hadiah-hadiah kepada para pejabat dianggap ghulul dan
hukumnya haram karena kalau mereka menerima maka berarti

telah berkhianat terhadap jabatannya dan amanatnya. Oleh

sebab itu dalam hadits ini ditegaskan sanksi hukumnya

sehingga pelaku akan memikulnya (hadiah yang diterimanya

itu) kelak di hari kiamat sebagaimana disebutkan seperti ini

bagi pelaku penggelapan. Dalam hadits yang sama juga
ditegaskan bahwa penyebab diharamkannya hadiah ini tidak

lain karena jabatan dan kekuasaan, sehingga jika hadiah itu

%% 1bid., him. 80-81.
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diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki tugas atau

Jjabatan tertentu, maka hadiah ini justru dianjurkan’*>

Dari ketentuan hadis di atas, tampak bahwa Nabi SAW. tegas
memberi isyarat laranag terhadap pejabat yang menerima hadiah dalam
menjalankan tugas. Ketegasan Nabi tersebut bukanlah tanpa didadasari
alasan kuat yang tersirat dibalik larangannya. Pemberian hadiah kepada
pejabat negara dalam menjalankan tugas lebih banyak sisi buruknya
daripada sisi baikannya. Sebab, apabila pejabat negara diperbolehkan
menerima hadiah dalam melaksanakan tugas negara, bukan tidak mungkin
akan terjadi pembenaran riswah terhadap pejabat negara dengan dalih apa

yang diberikannya itu adalah hadiah.

. Analisis Terhadap Sanksi Tindak Pidana Korupsi Penggelapan

Ketentuan mengenai sanksi tindak pidana korupsi penggelapan
dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No 20
Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah
dirumuskan secara jelas. Sanksi tindak pidana korupsi penggelapan
sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10
adalah berupa pidana penjara dan pidana denda.

Meskipun ancaman sanksi pidana Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10
jenisnya sama, yaitu terdiri dari sanksi pidana penjara dan pidana denda,
namun berat ringannya berbeda. Hal ini bisa dilihat dari ancaman sanksi

pidana masing-masing pasal, yaitu:

155 1bid., him. 81.
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1. Ancaman sanksi pidana tindak pidana korupsi dalam Pasal 8, yaitu:
a. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15
(lima belas tahun); dan
b. Pidana denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh
juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima
puluh juta rupiah).
2. Ancaman sanksi pidana tindak pidana korupsi dalam Pasal 9, yaitu:
a. Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5
(lima tahun); dan
b. Pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh
juta rupiah).
3. Ancaman sanksi pidana tindak pidana korupsi dalam Pasal 9, yaitu:
a. Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7
(tujuh tahun); dan
b. Pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
dan paling banyak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta
rupiah).

Dengan memperhatikan ancaman sanksi pidana pada masing-
masing pasal tindak pidana korupsi penggelapan (Pasal 8, Pasal 9, dan
Pasal 10), yang paling berat adalah sanksi pidana terhadap perbuatan
menggelapkan uang atau surat berharga (Pasal 8). Kemudian sanksi pidana

yang lebih ringan adalah sanksi pidana terhadap perbuatan menggelapkan
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atau membiarkan orang lain menghilangkan atau membantu orang lain
menghilangkan barang, akta, surat atau daftar (Pasal 10). selanjutnya,
sanksi pidana yang paling ringan di antara ketiga pasal tindak pidana
korupsi penggelapan adalah sanksi pidana terhadap perbuatan memalsu
buku-buku atau daftar-daftar (Pasal 9).

Meskipun dari segi berat ringannya, masing-masing ancaman
sanksi pidana Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 berbeda-beda, namun dalam
keadaan tertentu ancaman sanksi pidana Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10
tersebut sama. Ancaman sanki pidana ketiga pasal sama (setara) yaitu
ketika tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp5.000.000,00
(lima juta rupiah), maka ketiga pasal tersebut ancaman sanksi pidananya
adalah pidana penjara maksimal 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling
banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Sebaliknya, pada tindak
pidana korupsi yang nilainya lebih dari Rp5.000.000,00 ((lima juta
rupiah), maka sanksi pidananya kembali pada sanksi pidana yang tersebut
dalam masing-masing pasal.

Sanksi pidana yang diterapkan dalam pasal 8, Pasal 9, dan
Pasal 10 UU pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut mengacu dan
merupakan salah satu bentuk sanksi pidana sebagaimana tersebut dalam
ketentuan Pasal 10 KUHP, yaitu:

Pasal 10
Pidana terdiri dari:
a. Pidana pokok

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
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3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda;
5. Pidana tutupan.
b. Pidana tambahan
1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim.*®°
Di samping pidana tambahan yang dapat dijatuhkan terhadap

pelaku tindak pidana korupsi penggelapan sebagaimana tersebut dalam
Pasal 10 KUHP, pidana tambahan juga mengacu pada Pasal 18 ayat (1)
UU No. 31 Tahun 1999, yaitu:

Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan
adalah:

a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang
tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan
untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi,
termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana
korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang
menggantikan barang-barang tersebut;

b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-
banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari
tindak pidana korupsi;

c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu
paling lama 1 (satu) tahun;

d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau
penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu,
yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada
terpidana.®’

Selanjutnya, sebagaimana yang telah penulis jelaskan dalam

Bab I, bahwa macam-macam tindak pidana atau jarimah dalam hukum

pidana Islam ada 3 (tiga), yaitu:

Korupsi.

1% Tim Redaksi, op.cit., him. 5.
57 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
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1. Jarimah hudud, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman had,
yaitu hukuman yang telah ditentukan secara pasti dan tegas dalam
nas.™®

2. Jarimah gisas-diyat, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman
gisas (hukuman sepadan/sebanding) dan atau diyat (denda/ganti rugi),
baik gisas atau diyat, keduanya telah ditentukan dalam nas.**®

3. Jarimah ta’zir, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman ta ’zir
(bersifat memberi pengajaran), yang mana hukuman ini diserahkan
sepenuhnya kepada penguasa.'®°

Penulis berpendapat, bahwa apabila ditinjau dari hukum pidana
Islam dengan memperhatikan macam-macam sanksi pidana dalam hukum
pidana Islam, maka sanksi pidana yang diterapkan terhadap pelaku tindak
pidana korupsi penggelapan dalam UU pemberantasan tindak pidana
korupsi adalah termasuk jarimah ta’zir yang diancam dengan sanksi za zir,
dengan alasan sebagai berikut:

Pertama, jarimah hudud dan jarimah gisas-diyat merupakan
jarimah yang telah ditentukan dalam syariat Islam baik dari segi bentuk
tindak pidananya maupun sanksi tindak pidananya. Sedangkan jarimah
ghulul meskipun merupakan perbuatan yang dilarang dalam syariat Islam
namun tidak ada ketentuan yang mengatur sanksi pidananya secara tegas.
Dengan tidak adanya sanksi pidana pada jarimah ghulul, maka jarimah

ghulul ini termasuk jarimah ta zir.

158 Rokhmadi, op.cit., him. 5-6.
159 Makhrus Munajad, op.cit., him. 13.
160 Ahmad Mawardi Muslich, op.cit., him. 19.
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Kedua, dalam hukum pidana Islam memang ada ketentuan
syariat yang melarang tindak pidana korupsi penggelapan, seperti hadis
tentang larangan ghulul dalam Bab Il. Namun demikian, larangan ghulul
tersebut tidak ditentukan sanksi pidananya, sehingga merupakan jarimah
ta’zir yang sanksi pidananya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa.
Dengan demikian penguasa memiliki kewenangan untuk menentukan
sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilarang oleh syariat, dan juga
kewenangan untuk menentukan laranagan dan sanksi pidana terhadap
perbuatan yang tidak ada ketentuannya dalam syariat.

Alasan kuat bahwa sanksi pidana penjara dan denda yang
diterapkan pada tindak pidana korupsi penggelapan bukan bagian dari
jarimah hudud ataupun jarimah gisas-diyat. Dari segi kualifikasi tindak
pidana bahwa jarimah hudud dan jarimah gisas-diyat merupakan jarimah
yang baik larangan atau sanksi pidananya telah ditetapkan oleh Allah
SWT. Dengan demikian sanksi pidana pada jarimah ta’zir dengan
sendirinya bukan bagian dari sanksi jarimah hudud dan jarimah gisas-
diyat karena mengikuti kualifikasi tindak pidana ta zir yang larangannya
merupakan ketentuan Allah namun Allah tidak menentukan sanksi
pidananya atau larangan dan sanksi pidananya ditetapkan oleh penguasa,
dan bukan oleh Allah SWT. Meskipun diketahui terdapat beberapa
jarimah ta zir yang larangannya merupakan ketentuan Allah, akan tetapi
Allah tidak menentukan sanksi pidananya, sehingga juga termasuk

jarimah ra’zir seperti jarimah ghulul. Sebagaimana dikemukakan oleh
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Ahmad Mawardi Muslich bahwa jarimah ta’zir memiliki kriteria sebagai

berikut:

1. Larangannya ditentukan dalam syariat namun tidak ada ketentuan
mengenai sanksi pidananya atau larangan dan sanksi pidananya tidak
ditentukan dalam syariat.

2. Ketentuan mengenai larangan dan sanksi pidananya diserahkan
sepenuhnya kepada penguasa.'®*

Sebaliknya, sanksi pidana penjara dan pidana denda amat jauh
dari kriteria jarimah hudud dan jarimah gqisas-diyat. Karena pada
prinsipnya, jarimah hudud dan jarimah gisas-diyat memiliki Kriteria
bahwa larangan dan sanksi pidananya telah ditentukan secara pasti dalam
syariat.'®* Dengan demikian baik larangan maupun sanksi pidananya
bukan merupakan bagiah yang terpisah, akan tetapi larangan dan sanksi
pidanya merupakan satu kesatuan yang ketentuannya berasal dari Allah
SWT.

Ketiga, ditinjau dari sudut pandang hukum pidana Islam, sanksi
pidana penjara dan pidana denda yang diterapkan dalam Pasal 8, Pasal 9,
dan Pasal 10 UU pemberantasan tindak pidana korupsi termasuk kriteria
macam-macam sanksi pidana pada jarimah ta’zir, dan bukan termasuk
kriteria sanksi pidana pada jarimah hudud atau gisas-diyat. Hal ini dapat
dilihat berdasarkan macam-macam hukuman za zir sebagai berikut:

1. Hukuman mati.

81 1bid., him. 19.
%2 1hid., him. 17-18.
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10.

11.

Hukuman cambuk.

Hukuman penjara.
Pengasingan.

Salib.

Nasehat.

Peringatan keras.

Pengucilan.

Pemecatan dari kepegawaian.

Pencegahan hak-hak terpidana.

Penyitaan, perampasan atau pengambil-alihan alat-alat tindak pidana

dan barang yang diharamkan atas kepemilikannya.
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BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

Pertama, tindak pidana korupsi penggelapan diatur dalam UU
No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, yang terdapat dalam Pasal
8, Pasal 9, dan Pasal 10. Dari segi unsur materiel atau unsur objektif,
tindak pidana korupsi penggelapan dalam Pasal 8 meliputi tindak pidana
menggelapkan uang atau surat berharga, tindak pidana membiarkan uang
atau surat berharga, diambil atau digelapkan oleh orang lain, dan tindak
pidana membantu orang lain mengambil atau menggelapkan uang atau
surat berharga. Unsur materiel atau unsur objektif tindak pidana korupsi
penggelapan dalam Pasal 9 adalah memalsu buku-buku atau daftar-daftar.
Kemudian, Unsur materiel atau unsur objektif tindak pidana korupsi
penggelapan dalam Pasal 10 meliputi tindak pidana menggelapkan,
menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai, atau
tindak pidana membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan,
merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, atau tindak pidana
membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau
membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar. Mengenai
jenis sanksi pidana Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 adalah sama, yaitu

diancam dengan pidana penjara dan pidana denda.
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Kedua, ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam, tindak
pidana menggelapkan uang atau surat berharga (Pasal 8) dan tindak pidana
menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat
dipakai barang, akta, surat, atau daftar (Pasal 10 huruf a) termasuk jarimah
ghulul. Termasuk jarimah khianat, yaitu tindak pidana membiarkan uang
atau surat berharga, diambil atau digelapkan oleh orang lain (Pasal 8),
tindak pidana membantu orang lain mengambil atau menggelapkan uang
atau surat berharga (Pasal 8), tindak pidana memalsu buku-buku atau
daftar-daftar (Pasal 9), tindak pidana membiarkan orang lain
menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat
dipakai barang, akta, surat, atau daftar (Pasal 10 huruf b), tindak pidana
membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau
membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar (Pasal 10
huruf ¢). Kemudian, sanksi tindak pidana korupsi penggelapan
sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 termasuk jarimah
ta’zir.

B. Saran
1. Menganjurkan agar supaya para akademisi dan para pemegang
kekuasaan pembuat peraturan perundang-undangan untuk terus
mengakaji dan mengevaluasi efektifitas peraturan tindak pidana
korupsi.
2. Menganjurkan para akademisi untuk mengakaji secara komprehensif

tentang tindak pidana korupsi dalam hukum pidana Islam, guna
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mengatasi problematika dan perkembangan tindak pidana korupsi di

Indonesia.

91



92



DAFTAR PUSTAKA

Abdur Rafi’, Abu Fida’, Terapi Penyakit Korupsi: dengan Tazkiyatun Nafs
(Penyucian Jiwa), Jakarta: Republika, 2006.

Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2014,

Ashshofa, Burhan, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Catrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, Pendidikan Antikorupsi:
Kajian Teori dan Praktik, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, dan Syarif Fadillah, Strategi Pencegahan dan
Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Bandung: Refka Aditama,
2008.

Chazawi, Adami, Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers,
2016.

Dahlan, Abdul Azis, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve,
2003.

Diantha, | Made Pasek, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi
Teori Hukum, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

Djaja, Ermansjah, Memberantas Korupsi Bersama KPK: Kajian Yuridis UU RI
Nomor 31 Tahun 1999 Juncto UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Versi UU
RI Nomor 30 Tahun 2002 Juncto UU RI Nomor 46 Tahun 2009, Edisi
2, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Ervyn Kaffah dan Moh. Asyiq Amrulloh, Figh Korupsi: Amanah vs Kekuasaan,

Mataram: Solidaritas Masyrakat Transparansi NTB, 2003.



Hamzah, Andi, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan
Internasional, Edisi Revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Handoyo, Eko, Pendidikan Antikorupsi, Yogyakarta: Ombak, 2015.

Hartanti, Evi, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Hasan, Muhammad Igbal, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan
Aplikasinya, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Irfan, Muhammad Nurul, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, Jakarta: Amzah,
2014.

,Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: dalam Perspektif Figh Jinayah,

Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2003.

Komisi Pemberantasan Korupsi, Memahami untuk Membasmi: Buku Saku untuk
Memahami Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Komisi Pemberantasan
Korupsi, 2006.

Lamintang, P.A.F., Delik-delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan-
kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi, Bandung:
Pionir Jaya, 1991.

Marzuki Wahid dan Hifdzil Alim, Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi,
Jakarta: Lakpesdam PBNU, 2016.

Mas, Marwan, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bogor: Ghalia Indonesia,
2014.

Munajad, Makhrus, Hukum Pidana Islam di Indonesia, Yogyakarta: Teras, 2009.



Muslich, Ahmad Mawardi, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Figh
Jinayah, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Nasution, Bahder Johan, Metode Penelitian Iimu Hukum, Bandung: Mandar Maju,
2008.

Republik Indonesia. Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM/06/1957 tentang
Pemberantasan Korupsi.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.

Rokhmadi, Hukum Pidana Islam, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.

Santoso, Topo, Asas-asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia,
1986.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudiji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan
Singkat, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung:
Alfabeta, 2011.

, Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis, dan Desertasi, Bandung:

Alfabeta, 2016.



Syamsuddin, Aziz, Tindak Pidana Khusus, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Tim Redaksi, KUHP dan KUHAP, Yogyakarta: Certe Posse, 2014.

Widjojanto, Bambang, Berkelahi Melawan Korupsi: Tunaikan Janji, Wakafkan
Diri, Malang: Intrans Publishing, 2016.

Wijaya, Firman, Delik Penyalahgunaan Jabatan dan Suap dalam Praktek,
Jakarta: Penaku, 2011.

Wiyono, R., Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Data Pribadi
Nama : Rudiyanto

Tempat/Tanggal Lahir  : Bondowoso, 18 Juli 1995

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Status : Belum Menikah

Agama : Islam

Alamat : Ds. Klabang Agung RT/RW 004/002 Kec.

Tegalampel Kab.

Bondowoso Jawa Timur
Riwayat Pendidikan Formal
1. SDN Klabang Agung : Tahun lulus 2008
2. MTs Zainul Hasan Genggong : Tahun lulus 2011
3. MA Zainul Hasan Genggong : Tahun lulus 2014
Riwayat Pendidikan Nonformal

PP. Zainul Hasan Genggong Probolinggo Jawa Timur

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-
benarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 25 Februari 2018

Penulis

Rudiyanto
NIM: 1402026037






